RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012 - 2017

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012







BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas
modal insani masyarakat dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan masyarakat, maka kualitas SDM pun akan semakin tinggi
sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatpun dapat dicapai. Bahkan,
diyakini banyak pihak bahwa kemajuanJepang pada saat ini, yang
sempat terpuruk pada Perang Dunia II, disebabkan oleh terfokusnya
pembangunan pada peningkatan kualitas SDM melalui bidang
pendidikan.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai proses mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan pada saat
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mendorong
pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perbaikan
dibidang pendidikan, baik dalam peningkatan akses pendidikan maupun

mutu pendidikan.

Hal ini tertuang secara nyata dan telah disepakati oleh segenap bangsa
Indonesia pada saat melakukan amandemen UUD 1945 dimana secara
tegas dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menganggarkan
pembiayaan untuk fungsi pendidikan minimal 20 % dari total anggaran
belanjanya baik pada tingkat pemerintahan nasional maupun daerah,
walaupun pada kenyataannya hingga saat ini masih ada pemerintah
daerah yang dengan dalih keterbatasan anggaran, yang mengganggarkan
dana untuk fungsi pendidikan jauh dari yang diamanatkan dalam

Amandemen UUD 1945 tersebut.

Agar besarnya anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut dapat
terserap dengan baik dan memberikan hasil guna sebagaimana yang
diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tentunya sangat

diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.



Bahkan, untuk menjamin lebih tertatanya pelaksanaan proses
pembangunan yang dilaksanakan di daerah, maka pemerintah telah
menetapkan suatu acuan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan
pembangunan di daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-
Undang tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dilaksanakan secara berjenjang melalui pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai
tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional.
Adapun keluaran dari mekanisme perencanaan tersebut berupa

dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk
periode 25 tahun;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk

periode 5 tahun;

3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, maka selanjutnya masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis masing-masing
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

Sesuai dengan pentahapan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir
dari pentahapan pembangunan jangka menengah (2007 — 2012). Untuk
itu telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) baru untuk masa 2013 - 2017. Berdasarkan hal inilah, Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai satuan kerja
teknis dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitng mempunyai
kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 - 2017 sebagai penjabaran
dari RPJMD 2013 - 2017.



1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rencana

Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 —

2017 ini yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, Rencana
Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2013 - 2017 ini disusun dengan maksud agar dalam proses perencanaan
bersifat sistematis dan berkelanjutan (sustainable) dan dalam
pembuatan keputusan yang berisko dapat memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif dan sistematis. Dari pelaksanaan
keputusan tersebut sekaligus dapat mengukur hasil yang dicapai

melalui umpan balik yang terorganisir.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah agar program-
program pembangunan di bidang pendidikan dapat terlaksana secara
terintegrasi dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Serta
dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan dalam konteks peningkatan SDM dan peningkatan

kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017,

maka dokumen renstra ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I.

BAB II.

BAB III.

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra,
maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, serta

sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra ini.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini permasalahan-permasalahan pelayanan SKPDbeserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD
yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD

provinsi/kabupaten/kota dan penentuan isu-isu strategis.



BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini menggambarkan visi dan misi Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 - 2017yang
ditempuh dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang
kearah kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang. Bab
ini juga berisikan landasan filosofis pembangunan pendidikan,
paradigma pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang merupakan penjabaran dari visi dan
misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tujuan Strategis
yang ingin dicapai yang dilengkapi dengan sasaran strategis
yang merupakan tolok ukur dari tujuan strategis yang hendak
dicapai, serta strategi dan arah kebijakan yang digunakan

untuk mencapai tujuan strategis tersebut.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Pada bab ini akan disampaikan rencana program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan strategi dan arah
kebijakan yang diambil untuk pencapaian tujuan strategis
yang dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara bertahap
untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan serta
kelompok sasaran dari masing-masing kegiatan serta
pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana

program dan kegiatan.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Lampiran-Lampiran.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam urusan wajib pendidikan yang dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan

Peraturan Pemerintah tersebut yaitu sebagai berikut :
I. Bidang Kebijakan

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai
dengan kebijakan nasional.

2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program
pendidikan antar kabupaten/kota.

3. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai
dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.

4. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di
tingkat provinsi.

5. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas
penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk
tingkat pendidikan dasar dan menengah.

6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan
dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah.

7. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan

perguruan tinggi.



Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf

internasional.

. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan

nasional untuk tingkat provinsi.

II. Bidang Pembiayaan

1.

Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf

internasional sesuai kewenangannya.

. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai

kewenangannya.

III. Bidang Kurikulum

1.

Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat

satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi

lulusan pendidikan menengah.
Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan

pendidikan pada pendidikan menengah.

. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan

pada pendidikan menengah.

IV. Bidang Sarana dan Prasarana

1.

Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan

prasarana pendidikan menengah.

. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

pendidikan.

. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.

V. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.

Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.



VI.

2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga
kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf
internasional.

3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar
kabupaten/kota.

4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf
internasional.

5. Pembinaan dan  pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan bertaraf internasional.

6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada
pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan
pelanggaran peraturan perundangundangan

7. Pengalokasian  tenaga  potensial pendidik dan  tenaga
kependidikan di daerah.

Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

1. Membantu pelaksanaan wujian nasional pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah skala provinsi.

3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.

4. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.

S. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.

6. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan
dasar dan menengah.

7. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional
dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.

8. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan

pendidikan skala provinsi.



Dinas Pendidikan merupakan dinas teknis yang melaksanakan
kewenangan desentralisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II. Dalam operasional
organisasi, Dinas Pendidikan dibagi menjadi 1 Sekretariat dan 4 Bidang
yaitu Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Tinggi,
Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal serta Bidang Bina Program

yang masing-masing dipimpin oleh pejabat eselon III.

Masing-masing Bidang dan Sekretariat ini dibagi lagi menjadi beberapa
seksi dan sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh pejabat eselon
IV. Struktur Organisasi yang digunakan dalam Organisasi Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Struktur
Lini. Untuk lebih lengkapnya struktur organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada

diagram 1 berikut :
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Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dan sekretariat

yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berfungsi untuk
melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan pada Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan
kepegawaian, tata laksana rumah tangga, surat menyurat, dan
urusan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu
oleh Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Kasubbag
Keuangan. Tujuan wumum dari sekretariat ini yaitu untuk
meningkatkan pelayanan kesekretariatan pada Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Bidang Bina Program
Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab  terhadap urusan pendataan pendidikan,
penyusunan program dan perencanaan dan monitoring serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk pelaksanaan tugasnya,
Dinas Pendidikan dibantu oleh Kepala Seksi Pendataan, Kepala Seksi
Penyusunan Rencana dan Program dan Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasi. Tujuan umum dari Bidang Bina Program yaitu untuk
meningkatkan fungsi layanan manajemen pendidikan (Planning,
Organizing and Controling) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

3. Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas).
Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab untuk pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
sinkronisasi pelayanan pendidikan jenjang pendidikan dasar (SD
sederajat dan SMP sederajat) serta Taman Kanak-Kanak, mulai dari
penanganan sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaan
kurikulum  pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik dan
kependidikan, dan kesiswaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala
Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh Kepala Seksi Pendidikan
Taman Kanak-Kanak, Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dan
Kepala Seksi Pendidikan SMP. Tujuan utama dari Bidang Pendidikan

Dasar yaitu untuk memperluas akses serta meningkatkan mutu



layanan pendidikan dasar dan TK di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti)

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab untuk pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
sinkronisasi pelayanan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi, mulai dari penanganan sarana dan prasarana
pendidikan, pelaksanaan kurikulum pendidikan, pengelolaan tenaga
pendidik dan kependidikan, dan kesiswaan. Untuk pelaksanaan
tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi Pendidikan SMA,
Kepala Seksi Pendidikan SMK, dan Kepala Seksi Pendidikan Tinggi.
Tujuan utama dari Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi yaitu
untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan menengah

dan pendidikan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tanggungjawab terhadap
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelayanan
pendidikan non formal dan informal, mulai dari penanganan sarana
dan prasarana pendidikan, pelaksanaan kurikulum pendidikan,
pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan warga belajar.
Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang dibantu oleh Kepala
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepala Seksi Pendidikan
Kesetaraan, dan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat. Tujuan Utama
dari Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yaitu untuk
memperluas akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan non

formal dan informal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



2.2SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

1. Kepegawaian

Hingga saat ini, jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 71
Orang dengan uraian 63 orang PNS dan 8 orang Pegawai Harian
Lepas (PHL). Jumlah sumber daya manusia ini disiapkan untuk
melaksanakan tugas pembangunan di Bidang Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Adapun uraian pegawai berdasarkan

golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Pangkat dan
Golongan

Pembina Tk.I / IV b 4 - 4
Pembina / IV a - 1 1
Penata Tk.1 /1l d 4 2 9
Penata / Il c S 1 6
Penata Muda Tk. 1 / IIl b 6 1 7
Penata Muda / IIl a 12 11 23
Pengatur Tk. 1 /11 d - - -
Pengatur / Il c 7 5 10
Pengatur Muda Tk. I / Il b - 1 1
Pengatur Muda / Il a 3 1 4
JUMLAH 42 21 63

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai pada Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel2.2. Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berdasarkan Tingkat Pendidikan.

S2 5 - 5
S1 25 13 38
Diploma 6 S 11
SMA 6 3 9
Jumlah 42 21 63




2. Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menempati Kantor 2 lantai yang terletak
pada Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka Kel. Air [tam
Pangkalpinang. Kantor tersebut terdiri dari 1 Ruang Kepala Dinas, 1
Ruang Rapat Kecil, 5 Ruang Kepala Bidang dan 4 ruang kerja kepala
seksi dan staf. Selain ruang diatas, juga terdapat ruang rapat besar
(kapasistas 100 orang) pada gedung yang terpisah, dan gudang.
Hingga saat ini masih ada satu ruang kerja yang digunakan

bersama oleh dua bidang, yaitu Bidang PNFI dan Bidang Bina

Program.

Peralatan kerja yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini dapat dilihat dari table

berikut :

Tabel 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Satua Jumlah
No Jenis/Nama Barang
n Rusak | Baik | Total

1 | Meja/Kursi Kerja Unit 58 35 93
2 | Kursi Rapat Unit 85 108 193
3 | Meja/Kursi Tamu Set 0 3 3
4 | Komputer

a. Personal Komputer Unit 18 11 29

b. Laptop/Notebook Unit 0 8 8
S | Printer Unit 9 10 19
6 | LCD Proyektor 0 2 2
7 | Perangkat jaringan Internet Set 0 1 1
8 | Perangkat Tele Conference Set 0 1 1
9 | Telepon Unit 0 1 1
10 | Mesin Fax Unit 3 2 5
11 | Mesin Fotocopy Unit 0 1 1
12 | Televisi Unit 0 1 1
13 | Filling Kabinet Unit 6 6
14 | Lemari Arsip Unit 6 9 15
15 | Air Conditioner (AC) Unit 8 5 13
16 | Papan Pengumuman Unit 0 1 1
17 | Kendaraan Dinas

a. Mobil Unit 3 3

b. Motor Unit 4 4




2.3KINERJA PELAYANAN SKPD

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yaitu melakukan koordinasi, fasilitasi dan
sinkronisasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan di bidang pendidikan. Selain itu juga melakukan penjaminan
peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan pelayanan akses
pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana
yang diamanatkan dalam PP No. 48 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Berikut adalah jenis layanan pendidikan yang harus dijamin

peningkatan mutu dan pelayanan aksesnya :

1. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Layanan PAUD diperuntukkan bagi masyarakat yang berusia 0 — 6

tahun. Bentuk pelayanan PAUD di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dilaksanakan oleh berbagai institusi baik formal maupun
nonformal. Layanan PAUD formal dilakukan melalui (1) Taman
Kanak-Kanak (TK), dan (2) Raudhatul Athfal (RA), dan PAUD non
formal dilakukan dalam bentuk (3) Kelompok Bermain (KB), (4)
Taman Penitipan Anak (TPA), (6) Satuan PAUD Sejenis (SPS)
misalnya PAUD Terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita
(BKB).

a. Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah bentuk layanan PAUD
pada jalur pendidikan formal. Sebelum adanya konsep PAUD,
kegiatan TK lebih dulu dikenal sebagai lembaga yang
menyelenggarakan program prasekolah. Dalam perkembangnnya,
program TK menjadi salah satu bagian dari program layanan
PAUD. Tuyjuan penyelenggaraan TK adalah untuk membantu
meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku,
pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta anak didik untuk
pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, melalui kegiatan
bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran TK
adalah anak usia 4-6 tahun atau usia persiapan untuk memasuki
jenjang pendidikan dasar. Penyelenggaraan TK berada di bawah
pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional yang
dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.



b. Raudhotul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA)

Dalam penyelenggaraan PAUD terdapat program sejenis TK yang
diselengarakan oleh organisasi sosial keagamaan yang disebut
Raudhotul Athfal (RA) dan/atau Bustanul Atfhal (BA). Seperti
halnya TK, RA/BA merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur
pendidikan formal. Pada prinsipnya penyelenggaraan RA/BA
memiliki banyak kesamaan dengan TK. Perbedaan RA/BA dengan
TK adalah pada nuansa keagamaannya, di mana pembalajaran
nilai-nilai agama Islam pada RA/BA lebih menonjol dan menjiwai

keseluruhan proses belajar mengajar.

Tujuan penyelenggaraan RA/BA adalah untuk membantu
meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku,
pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk
pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, melalui kegiatan
bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran
RA/BA adalah anak-anak yang berusia 4-6 tahun atau usia
persiapan untuk memasuki pendidikan dasar. Penyelenggaraan

RA/BAberada dibawah pembinaan Kementerian Agama.

c. Kelompok Bermain (KB)

Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk layanan PAUD
jalur pendidikan nonformal yang berfungsi untuk membantu
meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia
dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk
pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dansiap memasuki
jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan ini diarahkan untuk
mengembangkan potensi anak seoptimal mungkin sesuai dengan
tahap tumbuh-kembang anak melalui kegiatan bermain sambil
belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran KB adalah anak usia
2 - 6 tahun.

Program KB memiliki layanan bimbingan kepada anak dan
orangtua. Layanan kepada anak berupa bimbingan untuk
mengenal dirinya, bakat dan minatnya serta mengenal lingkungan
di sekitarnya. Layanan bimbingan kepada orangtua ditujukan
untuk memberikan informasi kepada orangtua tentang program
pembelajaran di KB, pembinaan tentang pola pengasuhan dan
perawatan (misalnya tumbuh kembang, gizi, dsb), serta

memberikan informasi kepada orangtua tentang perkembangan



anak mereka dan cara memberikan pengasuhan yang tepat sesuai

dengan karakteristik dan permasalahan setiap anak.

Penyelenggaraan KB pada umumnya dilakukan oleh yayasan atau
lembaga swadaya masyarakat. Sebagian KB wutamanya yang
dikembangkan di lembaga pemerintah digunakan sebagai labsite
penyelenggaraan KB seperti yang dikembangkan di Balai
Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) di beberapa daerah. Instansi yang berwenang
membina KB adalah Kementerian Pendidikan Nasional melalui

Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

. Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk
layanan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan
dan kesejahteraan sosial terhadap anak. Sasaran layanan TPA
adalah anak usia 0- 6 tahun. Jangka waktu anak tinggal di TPA

berkisar antara 8-10 jam per hari selama 5-6 hari per minggu.

Penyelenggaraan TPA secara umum bertujuan untuk memberikan
layanan kepada anak usia 0 — 6 tahun yang terpaksa ditinggal
orangtuanya karena pekerjaan atau hal lain, serta memberikan
layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk
tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih
sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

TPA memberikan berbagai layanan. Tiga layanan pendidikan yang
diberikan adalah: pertama, layanan kepada anak yang meliputi
perawatan, asuhan, pendidikan, kesehatan, dan gizi; kedua,
layanan kepada orangtua yang meliputi parenting education,
penyuluhan sosial tentang usaha kesejahteraan anak antara lain
mengenai tumbuh kembang anak dan pendidikan prasekolah;
ketiga, layanan kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi
tentang pentingnya pengasuhan, perawatan, pendidikan analk,
sosialisasi anak balita, dan pentingnya TPA serta memberikan
fasilitas penelitian, magang/job training bagi mahasiswa,

perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

Penyelenggaraan TPA berada dalam pembinaan Kementerian
Pendidikan Nasional/Dinas Pendidikan. Penyelenggaraan TPA
pada umumnya dilakukan oleh yayasan atau lembaga swadaya

masyarakat.



e. Satuan PAUD Sejenis (Pos PAUD dan Bina Keluarga Balita)

Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah bentuk-bentuk Satuan PAUD
jalur pendidikan nonformal selain Kelompok Bermain (KB) dan
Taman Penitipan Anak (TPA) yang penyelenggaraannya dapat
diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini
yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga
Balita, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan

terkait lainnya.

Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya
diintegrasikan dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB).
Pos PAUD diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk
masyarakat. Pada prinsipnya, Pos PAUD dibentuk atas
kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong-

royong, kerelaan, dan kebersamaan.

Pos PAUD mengintegrasikan pemberian layanan pendidikan
dengan layanan kesehatan serta gizi bagi anak yaitu kegiatan di
Posyandu dengan layanan pendidikan. Posyandu adalah wahana
kesejahteraan ibu dan anak yang berfungsi sebagai tempat
pelayanan terpadu yang mencakup aspek perawatan kesehatan
dan gizi, terutama bagi ibu hamil dan anak usia 0-5 tahun.
Kegiatan Posyandu merupakan kegiatan ”dari masyarakat oleh
masyarakat dan untuk masyarakat” di bawah bimbingan petugas
kesehatan.

Program Posyandu memberikan intervensi dasar yang bersifat
pencegahan (preventif), berupa pelayanan untuk meningkatkan
kesehatan dan gizi anak balita. Program yang terpenting adalah:
(1) program perluasan imunisasi (PPI) atau Expanded
Immunization Program, yang memberi imunisasi tetanus, typhus,
diphteria, polio dan campak (measles); (2) program pengendalian
untuk meredakan diare yang memberikan dan meningkatkan
terapi dalam bentuk rehidrasi oral; dan (3) program intervensi
yang berupa pengawasan/perawatan terhadap pertumbuhan
anak, serta pendidikan gizi dengan memberikan vitamin A dan
mineral besi, serta yodium kepada anak-anak dan para ibu.
Semua program tersebut merupakan bagian dari kegiatan
bulanan masyarakat, dimana para ibu membawa anak-anak
mereka untuk menerima berbagai pelayanan itu dari tenaga
kesehatan yang dibantu para kader/tenaga sukarela yang telah
terlatih. Tempat pertemuan bulanan ini dapat menggunakan
rumah kepala desa, balai desa, balai pertemuan dan lainnya, yang
sesuai dengan kebutuhan.



Leading sector pembinaan Posyandu adalah Kementerian Dalam
Negeri, sedangkan penanggung jawab teknisnya adalah
Kementerian Kesehatan. Pembina operasional adalah Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
dari tingkat Pusat hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).
Sementara Pembinaan Pos PAUD di tingkat desa/kelurahan
dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan (TPD/K)
yang beranggotakan unsur-unsur perangkat desa/kelurahan,
dewan perwakilan desa/kelurahan, tokoh masyarakat/agama,

dan PKK/ormas penggerak.

Salah satu layanan di Posyandu adalah Bina Keluarga Balita
(BKB). BKB merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh
masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan
keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya
tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang
anak balita secara optimal, serta pemantauannya. BKB juga
merupakan wahana bagi orang tua dan anggota keluarganya
untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam

melakukan perawatan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Sasaran utama program BKB adalah keluarga yang mempunyai
anak balita dan usia prasekolah (0-6 tahun). Secara kelembagaan
BKB merupakan kelompok yang beranggotakan para orangtua
yang memiliki anak usia 0-6 tahun. BKB merupakan kelompok
swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh kader.
Pada umumnya kader BKB sekaligus merupakan kader Posyandu.

Tujuan program BKB secara umum adalah pemberdayaan
keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang balita sebagai
calon-calon SDM yang berkualitas, kompetitif dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara khusus tujuannya adalah:
(a) meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran orang tua
dan anggota keluarga lainnya tentang pentingnya pembinaan
tumbuh kembang balita; (b) meningkatkan pengetahuan,
kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pembinaan
tumbuh kembang balita; (c) meningkatkan kualitas para
pengelola, pelaksana, kader dalam penyelenggaraan pelayanan
tumbuh kembang balita; dan (d) mengupayakan tercapainya
tumbuh kembang balita secara optimal melalui kegiatan interaksi

orangtua dan anak.

Sasaran langsung dari BKB adalah orangtua/keluarga yang
mempunyai balita, sedangkan secara tidak langsung mencakup

pengelola, pelaksana dan kader BKB, tokoh masyarakat dan tokoh



agama, LSM, organisasi profesi, swasta dan pemerintah daerah

setempat.

Berkaitan dengan pengembangan program BKB bagi keluarga
yang mempunyai anak usia 5-6 tahun, telah dilakukan kegiatan
pendidikan/penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga
lainnya dalam mempersiapkan anak masuk sekolah dasar,
termasuk pembinaan tumbuh kembangnya. Kegiatan tersebut
dikenal dengan nama BKB Kesiapan Masuk Sekolah (BKB-

Kemas).

Penanggungjawab kebijakan program BKB adalah Kantor
Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang berfungsi sebagai
perumus kebijakan untuk BKB, sedangkan Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah penanggung jawab
operasional. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan dan

kunjungan rumabh.

Pola kualifikasi guru yang variatif antar kabupaten/kota disebabkan
beberapa faktor. Pertama, faktor peluang memproleh akses pelatihan
guru PAUD. Kedua, meningkatnya kebutuhan penambahan kelas TK
swasta, terutama di perkotaan, telah memicu penambahan jumlah
guru PAUD sekaligus kebutuhan pelatihannya. Ketiga, faktor
renumerasi guru PAUD di TK swasta yang ditentukan oleh pemiliki
lembaga PAUD, yang relatif rendah. Konsekuensinya, di wilayah
tertentu, guru-guru PAUD yang memenuhi kualifikasi memperoleh
insentif yang lebih besar. Dengan demikian, permintaan terhadap
guru yang berkualifikasi juga semakin tinggi di daerah tersebut
seiring dengan banyaknya jumlah orang tua yang mau membayar
biaya sekolah lebih mahal dan tentunya berimplikasi pada gaji guru
yang semakin tinggi.

2. PENDIDIKAN DASAR

Pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar secara umum
dibagi menjadi dua jenjang, yaitu jenjang Sekolah Dasar (SD) atau
sederajat yang melayani siswa berusia 7 - 12 tahun dan jenjang
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang melayani
penduduk berusia 13 - 15 tahun. Adapun jenis lembaga pada

jenjang pendidikan Dasar yaitu sebagai sebagai berikut :



a. Sekolah Dasar (SD)
Jenjang ini melayani penduduk usia 7 - 12 tahun dibawah
koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional. Tujuan dari
penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar yaitu untuk
memberikan dasar-dasar keilmuan bagi siswa, pembentukan
karakter siswa, dan mengembangkan minat dan bakat siswa
sesuai dengan potensi yang dimilikikan serta mempersiapkan

siswa untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP sederajat).

b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
Sekolah Dasar Luar Biasa merupakan jenjang pendidikan setara
SD yang memberikan pelayanan bagi siswa yang berkebutuhan
khusus. Penyelenggaraan SDLB ini terpadu dengan pendidikan
khusus jenjang lainnya seperti SMPLB dan SMALB/SMKLB
dimana lembaga pendidikannya disebut Sekolah Luar Biasa (SLB).
Dengan adanya kebutuhan khusus dari siswa serta jumlahnya
yang sangat terbatas, maka setiap SDLB memiliki asrama yang
diperuntukkan bagi siswanya. Hingga saat ini tercatat ada 8 SDLB
yang diperuntukkan bagi siswa penyandang Tuna Grahita, Tuna

Rungu/Tuna Wicara dan Tuna Daksa.

c. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Madrasah Ibtidaiyah sama dengan Sekolah Dasar yang melayani
penduduk usia 7 - 12 tahun. Namun sekolah ini memiliki ciri
khusus, yaitu penerapan pembelajaran Agama Islam yang lebih
variatif dan menonjol di sekolahnya. Penyelenggaraan MI ini

dikoordinasikan oleh Kementerian Agama.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan
formal sebagai lanjutan dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar
(SD) sederajat. Kelompok sasaran dari jenjang pendidikan ini yaitu
penduduk usia 13 - 15 tahun yang telah lulus SD sederajat.
Bentuk pembelajaran yang diberikan pada jenjang ini yaitu untuk
peningkatan pengetahuan siswa akan ilmu-ilmu dasar yang

diimbangani dengan pengembangan karakter siswa. Selain itu



jenjang pendidikan SMP juga memiliki tugas untuk melanjutkan
pengembangan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi
yang dimilikinya serta mempersiapkan siswa ke jenjang

pendidikan selanjutnya.

e. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah jenjang
pendidikan setara dengan SMP dengan system pendidikan yang
khusus dirancang bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Selain
tujuan pembelajaran yang sama dengan jenjang SMP, SMPLB juga
bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan dasar bagi siswa

sebagai bahan untuk kecakapan hidup mereka.

Penyelenggaraan SMPLB umumnya dilakukan secara terpadu
dengan jenjang pendidikan luar biasa lainnya dalam wadah

Sekolah Luar Biasa (SLB).

f. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Madrasah Tsanawiyah yaitu jenjang pendidikan setara SMP yang
pelaksanaan pelayanan sama dengan SMP, hanya memiliki cirri
khusus, yaitu penerapan pendidikan Agama Islam yang lebih

menonjol dan dibawah koordinasi Kementerian Agama.

Pembangunan bidang pendidikan yang selama ini dilaksanakan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan dampak yang
signifikan terhadap penambahan jumlah siswa jenjang pendidikan
dasar baik untuk jenjang SD sederajat maupun untuk SMP
sederajat, walaupun penambahan siswa ini belum tentu
menunjukkan penambahan Angka Partisipasi Pendidikan (APK dan
APM) yang dijadikan indikator keberhasilan peningkatan akses
pendidikan. Tabel berikut menunjukkan pertambahan jumlah siswa
dan pencapaian APK dan APM jenjang pendidikan SD sederajat dan
SMP sederajat.

Angka mengulang dan putus sekolah di SD masih menjadi masalah

utama meskipun sangat kecil (empat angka dibelakang koma)
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi penurunan ataupun



kenaikan atau tetap pada perbandingan antara tahun 2010/2011
dengan tahun 2011/2012.

Di tingkat SMP, angka mengulang juga mengalami juga tidak
mengalami perubahan berarti atau sangat kecil (empat angka
dibelakang koma) sehingga perbandingan antara tahun 2010/2011
dengan tahun 2011/2012 adalah tetap seperti terlihat pada
tabelberikut ini:

Sesuai dengan dalan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Guru dan
Dosen, setiap guru pada jenjang pendidikan formal dituntut harus
memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4. Dalam target
nasional telah disebutkan bahwa penuntasan tingkat kualikasi
paling dalam tahub 2015. Namun pada saat ini baru terdapat 23,81
% guru SD yang berkualifikasi S1 dan untuk guru SMP sebesar
54,35 %.

3. PENDIDIKAN MENENGAH.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan formal lanjutan
dimana setiap siswa sudah diarahkan berdasarkan minat, bakat dan
kemampuan masing-masing. Sasaran dari jenjang pendidikan
menengah ini yaitu penduduk usia 16 — 18 Tahun yang telah lulus

jenjang pendidikan SMP sederajat.

Tujuan pelaksanaan pendidikan jenjang menengah ini yaitu untuk
meningkatkan kompetensi siswa dibidang pengetahuan umum dan
khusus sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan masing-masing
siswa serta tetap menambahkan unsur pengembangan karakter
siswa. Adapun jenis-jenis layanan pendidikan pada jenjang

pendidikan menengah yaitu sebagai berikut :

a. Sekolah Menengah Atas (SMA)
Jenjang pendidikan SMA bertujuan untuk mempersiapkan siswa
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
(Perguruan Tinggi) sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan

masing-masing siswa. Hingga saat ini ada dua pilihan penjurusan



bagi siswa jenjang pendidikan SMA, yaitu jurusan [PA dan

Jurusan IPS.

Hingga saat ini terdapat 65 SMA (termasuk SMALB) di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, dengan wuraian 27 sekolah
merupakan sekolah swasta dan 38 sekolah merupakan sekolah
negeri dengan total jumlah siswa keseluruhan 19.079 orang yang

dilayani oleh tenaga guru sebanyak 1.567 orang.

. Madrasah Aliyah (MA)

Madrasah Aliyah yaitu jenjang pendidikan yang sama dengan
SMA, tetapi memiliki kekhasan dibidang pendidikan Agama Islam
yang lebih menonjol. Pembinaan sekolah ini dilakukan oleh

Kementerian Agama.

. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah jenjang pendidikan
menengah yang khusus untuk mendidik tenaga terampil sesuai
dengan jurusan, minat dan bakat siswa. Adapun penjurusan pada
jenjang pendidikan SMK yang saat ini terdapat di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yaitu Bidang Teknologi (Teknik
Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Bangunan, Teknik Elektro,
Pertanian, Peternakan,Teknologi Informasi, Kelautan dan
Perikanan), Bidang Pariwisata (Perhotelan, Tata Boga, Perjalanan
Wisata), Bidang Ekonomi (Akuntansi, Kesekretariatan,

Administrasi Perkantoran), dan Bidang Kesehatan (Keperawatan).

. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah jenjang
pendidikan menengah formal yang sama dengan SMA tetapi
memiliki kemampuan untuk melayani siswa yang berkebutuhan
khusus seperti penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna daksa,
dan lain-lain. Saat ini jumlah SMALB yang terdapat di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung masih sangat terbatas, yaitu 2
sekolah yang penyelenggaraannya secara terpadu dengan
pendidikan luar biasa jenjang lainnya dalam wadah Sekolah Luar

Biasa (SLB).



Dengan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan
berkelanjutan, telah terdapat peningkatan yang signifikan terhadap
SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pendidikan,

khususnya pada jenjang pendidikan menengah.

Untuk melihat pencapaian mutu pendidikan di Bangka Belitung

dapat dilihat pada tabel rata-rata nilai UN sebagai berikut :

Rata-Rata Nilai UN Jenjang Pendidikan Menengah
Tahun 2011/2012

No | Kabupaten/Kota | SMA/MA SMA/MA SMK
(IPA) (IPS)

1. | Kab. Bangka 7.29 6.61 6.21
Kab. Belitung 6.78 6.02 5.93

3. | Kab. Bangka 7.15 6.30 6.47
Tengah

4. | Kab. Bangka 7.71 7.26 6.39
Barat

5. | Kab. Bangka 6.95 6.38 6.67
Selatan

6. | Kab. Belitung 5.72 5.09 5.92
Timur

7. | Kota 7.93 7.22 6.96
Pangkalpinang

8 | Provinsi 7.23 6.51 6.44

4. PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Pendidikan Non Formal dan Informal yaitu pendidikan selain pendidikan
formal yang diselenggarakan oleh masyarakat baik secara perseorangan
maupun kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi
SDM sebagai penambah, pelengkap dan pengganti pendidikan formal.
Jenis pendidikan non formal dan informal sangat beragam termasuk
diantaranya yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal seperti

yang telah diuraikan diatas.

Adapun jenis pendidikan non formal dan informal yang terdapat di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut :



1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Jenjang pendidikan ini bertujuan untuk melayani masyarakat yang
ingin meningkatkan kompetensinya sehingga diakui setara dengan
pendidikan formal, namun berdasarkan wusia bukan merupakan
kelompok wusia belajar. Selain itu, Pendidikan Kesetaraan juga
berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal bagi masyarakat yang
dari segi usia masih masuk kelompok wusia belajar jika pada
daerah/lokasi yang bersangkutan tidak terdapat pendidikan formal

yang setara.

Pendidikan kesetaraan umumnya dilaksanakn oleh Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
dengan pola belajar yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, tetapi
tetap mengacu pada kurikulum tertentu yang setara dengan

pendidikan formal.

2. Pendidikan Kursus dan Pelatihan
Pendidikan kursus dan pelattihan mempunyai fungsi sebagai
pelengkap, penambah dan pengganti pendidikan formal. Jenis
pendidikan ini bertujuan untuk menambah kompetensi SDM
masyarakat, khususnya dibidang keterampilan (Skill) dan dapat pula
bertujuan untuk melengkapi dan menambah pelajaran yang
sebetulnya telah diberikan pada jenjang pendidikan formal seperti

lembaga bimbingan belajar, kursus bahasa inggris dan lain-lain.

Hingga saat ini terdata sebanyak 102 lembaga kursus dengan jenis
layanan yang beragam mulai dari kursus bahasa inggis hingga

dengan kursus teknik otomotif.

Dari segi anggaran, secara umum telah terjadi kenaikan anggaran
pendidikan. Anggaran pada Dinas Pendidikan secara umum berasal dari
2 sumber, yaitu APBN melalui dana dekonsentrasi dan APBD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dapat diuraikan lagi dalam bentuk berikut :



Belanja Tindak Langsung
Belanja Langsung
Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Hibah

s L=

Tabel berikut pada lampiran menyajikan perkembangan anggaran pada
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan realisasi

daya serap anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir.

2.4TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Ada tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia
umumnya dan di Bangka Belitung khususnya pada saat ini. Pertama,
dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil
pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk
mengantisipasi era global,dunia pendidikan dituntut mempersiapkan
sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam
pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi
daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan
nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih
demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah

dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pendidikan tersebut harus dapat memberikan bekal pengetahuan,
keterampilan, sikap, daya proteksi terhadap masalah-masalah
kesehatan dan kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja,
mencari nafkah menjalankan suatu profesi, berwirausaha, atau untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta dapat hidup
layak dengan sehat.

Berdasarkan tuntutan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka
pendidikan harus dikembalikan pada fitrahnya yaitu pendidikan yang
berakar pada nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri yang dapat

meningkatkan kemampuan serta harkat dan martabat bangsa.



Perlu disadari bahwa dibalik tantangan tersebut, terdapat banyak sekali
peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan
pendidikan di Provinsi Kepulauan bangka Belitung antara lain sebagai

berikut :

1. Tingkat perekonomian penduduk yang cukup tinggi.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif
kecil jika dibandikan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini
memberikan peluang bagi pengembangan dunia pendidikan dalam
hal pembiayaan pendidikan serta masih terbukanya peluang untuk
pengembangan pendidikan dengan tingkat kemampuan masyarakat

dalam mengakses pendidikan yang cukup tinggi.

2. Sumber Daya Alam
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi
yang diberikan karunia sumber daya alam yang cukup melimpah
seperti kandungan bahan tambang (timah, kaolin, kuarsa, dan lain-
lain), sumberdaya kelautan, perkebunan, pertanian dan kehutanan.
Untuk mengelola sumberdaya ini tentu saja diperlukan SDM yang
terampil. Untuk itu pelayanan pendidikan yang dapat memberikan
kecakapan untuk berinteraksi dalam dinamika kehidupan saat ini
yang sarat dengan perubahan, dan kecakapan untuk memasuki
masa depan, perlu terus ditumbuhkembangkan. Pendidikan harus
berakar di masyarakat, memberikan akses yang seluas-luasnya
kepada masyarakat, dan dimanfaatkan untuk memajukan kehidupan

masayarakat di masa depan.



BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN

Secara umum ada beberapa isu strategis yang terdapat pada pelaksanaan
pembangunan bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan bangka Belitung,

antara lain sebagai berikut :

» Tingkat keterlayanan penduduk dibidang pendidikan untuk jenjang
pendidikan tertentu masih sangat rendah.

» Tingkat mutu pendidikan yang relatif masih rendah.

» Relevansi pendidikan belum sinkron dengan tuntutan dunia kerja.

» Partisipasi masyarakat di bidang pendidikan yang belum memenuhi

harapan.

Dari isu-isu strategis ini dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan
utama yang dihadapi oleh pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung beserta analisis masalah dan keterkaitannya dengan

dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan pendidikan saat ini
bersifat sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Hal ini
terkait dengan pemahaman bahwa pembangunan pendidikan pada
hakekatnya menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang
termasuk didalamnya adalah aktor pada pembangunan itu sendiri.
Berikut ini adalah identifikasi dari permasalahan yang dihadapi pada

pembangunan bidang pendidikan.

Dari gambaran kondisi saat ini diatas, dapat dilihat ada beberapa
permasalahan yang menjadi tantangan bagi seluruh komponen
pendidikan untuk mewujudkan cita-citanya seperti yang tercantum
dalam visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

jangka panjang.



Terdapat gap atau perbedaan antara kondisi riil saat ini dengan kondisi

yang diharapkan. Gap atau perbedaan ini merupakan permasalahan

yang harus diatasi. Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

>
>

Tingkat Keterlayanan PAUD masih rendah.

Pendirian lembaga-lembaga pra sekolah masih terpusat di wilayah
perkotaan.

Masih terdapat pendirian atau penyelenggaaan pendidikan pra
sekolah belum memenuhi standar minimal baik dari segi
prasarana dan sarana maupun mutu dan profesional guru.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah
terpencil sebagaian masih miskin menyebabkan kualitas gizi anak
rendah berakibat kurang mendukung aktivitas anak didik dalam
bermain sambil belajar.

Penyelenggaraan pendidikan pra sekolah terlalu berorientasi
akademik dan memperlakukan sebagai orang dewasa kecil yang
menyebabkan proses pematangan emosi anak menjadi kurang

seimbang.

2. Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

>
>

Program wajib belajar pendidikan sembilan tahun belum tuntas.
Proses pembelajaran masih sebagian berorientasi pada
penguasaan teori dan hafalan.

Kondisi sarana dan prasarana serta lingkungan sebagian besar
belum memenuhi standar minimum.

Kompetensi sebagian guru belum memadai.

Kurikulum muatan lokal dapat menjawab kebutuhan dan
pemecahan masalah lingkungan.

Masih adanya kelambanan dan kerancuan perubahan cara
berpikir pola sentralistik ke desentralistik, terutama berkaitan
dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan
masyarakat, penghapusan dikotomi antara sekolan swasta dan

negeri.



3. Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan

» Masih rendahnya angka parsipasi pendidikan karena masih
rendahnya sebagian masyarakat untuk membiayai pendidikan,
serta terbatasnya daya tampung karena meningkatnya jumlah
lulusan SMP/MTs sebagi konsekuensi pelaksanaan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun.

» Masih rendahnya prosentasi lulusan sekolah menengah atas yang
memenuhi persyaratan untuk memasuki jenjang perguruan tinggi.

» Kemandirian sekolah masih relatif rendah dalam
menyelenggarakan pendidikan sehingga perencanaan,
implementasi, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan belum
maksimal.

» Sebagian besar sarana prasarana SMK belum memenuhi standar

minimal sehingga mutu lulusan masih relatif rendah.

4. Pendidikan Tinggi

» Sarana prasarana perguruan tinggi yang ada belum memadai.

Bila dilihat dari identifikasi permasalahan seperti yang diuraikan diatas,
maka perlu diadakan upaya-upaya yang komprehensif, sinergis,
terkoordinir dan berkelanjutan antara semua stakeholder pendidikan,
baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga
Pendidikan Sendiri maupun masyarakat di lingkungan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Semua permasalahan yang diutarakan diatas dapat dikelompokkan
kedalam 3 pokok permasalahan, yaitu permasalahan pemerataan akses
pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan mutu
pendidikan dan peningkatan kapasistas lembaga pengelola pendidikan.
Dan bila ditelaah lebih lanjut ketiga pokok permasalahan ini bermuara
pada rendahnya mutu pelayanan pendidikan dasar di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Rendahnya mutu layanan pendidikan dasar di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung ini mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat Bangka Belitung dan mempunyai dampak yang luas



terutama dalam kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan

pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.

Untuk lebih jelasnya analisis masalah bidang pendidikan ini akan

digambarkan dalam bentuk pohon masalah

seperti pada gambar

berikut :

Biaya Kurangnya lembaga Sarana prasarana dan Kurangnya kemampuan
Pendidikan pendidikan di tenaga pendidik kurang pengelola sekolah dalam
yang tinggi wilayah terpencil memadai menerapkan MPMBS

N

l

l

Tidak meratanya akses pendidikan

Rendahnya mutu pendidikan

Kurangnya kapasistas
pengelola pendidikan

'

L|A

'

Sebab

T

Rendahnya mutu layanan pendidikan di Provinsi

Kep. Bangka Belitung

Akibat

v

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Prov. Kep.

Bangka Belitung

A 4

Rendahnya kualitas SDM di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Gambar

Analisis Pohon Masalah Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung



3.2TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam merespon dinamika perubahan lingkungan strategis seperti yang
disebutkan pada latar belakang, baik yang berskala global, regional,
nasional maupun bersifat lokal, serta untuk lebih meningkatkan kinerja
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung secara terus menerus mengembangkan
peluang dan melakukan inovasi agar dapat melaksanakan amanah yang
diemban serta dapat memotivasi diri guna dapat bersaing dengan daerah
lain.

Adanya perubahan lingkungan strategis tersebut sudah tentu
mempengaruhi lingkungan dari setiap organisasi termasuk Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam menghadapi
perubahan-perubahan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi
pihak-pihak berkepentingan dengan bentuk bentuk pelayanan yang
dihasilkannya. Hal ini juga dilakukan dalam menghadapi semakin
tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparansi,
serta kepastian hukum. Untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk tahapan pembangunan tahun 2013 - 2017 telah
menyusun visi dan misi sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan dibidang pendidikan.

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 - 2017

Pada periode 2013 — 2017 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung telah menetapkan visi dan misi pembangunan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Adapun tujuan pembangunan untuk
periode 2013 - 2017 telah tertuang dalam visi sebagai berikut :
“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri,
Maju, Berkeadilan dan Berdayasaing Berbasis Potensi Lokal
Melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan

Pedesaan”



Makna dari pernyataan visi adalah :

a.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah  wilayah
administrative yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus
dilayanani Pemerintah.

Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung berdasarkan atas kemampuan sendiri masyarakat
PRovinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memungkinkan dapat
bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Maju adalah keinginan adalah keingingan masyarakat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke
depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di
Indonesia, tetapi juga sejajar dengan daerah di Negara-negara maju.
Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang mengedepankan
azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh
wilayah untuk maju dan berkembangan sesuai dengan potensi yang
dimiliki.

Sinergitas dan Konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan
seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan
adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel
pemerintahan.

Daya saing dimaknai sebagai kapasistas dan kemampuan
berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Untuk mencapai visi diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung telah menetapkan 5 (lima) misi dimana 3 (tiga) diantaranya

terkait dengan pembangunan bidang pendidikan. Adapun 3 (tiga) misi

tersebut yaitu sebagai berikut :

a‘

Pengembangan [Ekonomi Kerakyatan Melalui Penguatan
Kapasitas Lembaga Ekonomi Rakyat untuk Menciptakan Sentra-
Sentra Pembangunan Produk Unggulan Wilayah
Pedesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota sesuai dengan kultur dan
potensi wilayah bagi mewujudkan pembangunan antarwilayah

dan antarsektoral.



Misi ini merupakan misi pertama dari S (lima) misi yang akan

dilaksanakan. Adapun sasarannya yang terkait dengan pembangunan

bidang pendidikan yaitu sebagai berikut :

» Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Konsumsi Masyarakat.

» Pengembangan Sentra-Sentra Pembangunan Produk Unggulan
Daerah.

» Terbuka lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk mencapai sasaran ini yang
terkait dengan pembangunan pendidikan yaitu sebagai berikut :
» Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya

ekonomi kerakyatan.

. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas SDM

(Society Empowerment) melalui keterlibatan secara aktif

masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota

secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas

kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Misi ini merupakan misi ke 2 dari 5 (lima) misi yang akan

dilaksanakan. Adapun sasaran dari misi ini yaitu sebagai berikut :

» Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung diatas rata-
rata nasional.

» Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

» Terpenuhinya kapasistas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan
serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

» Meningkatkan kemandirian usaha dan peningkatan kualitas

tenaga kerja.

Adapun arah Kebijakan dan strategi yang akan dilakukan terkait

untuk pembangunan bidang pendidikan untuk misi ini yaitu sebagai

berikut :

> Pemenuhan terhadap kualitas tenaga pengajar, tenaga
kesehatan serta rasio yang seimbang dengan jumlah

masyarakat.



» Penyusunan program penaggulangan kemiskinan yang
merupakan kebijakan multi sektoral/multi bidang.

» Harmanonisasi dan integrasi program-program terkait
dengan pemberdayaan masyarakat.

» Mewujudkan kualitas jamkesmas, beasiswa untuk siswa

kurang mampu, raskintis.

c. Perwujudan Good Governance dan Clean Government Melalui
Penciptaan Etos Kerja dan Kualitas Pelayanan Birokrasi Dengan
Penguatan Kelembagaan dan Penyusunan Peraturan Daerah
yang Berkualitas Bagi Pelayanan Masyarakat Bangka Belitung.
Misi ini merupakan misi yang kelima dari 5 (lima) misi yang akan
dijalankan. Adapun sasaran dari misi ini yaitu system birokrasi

pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Arah kebijakan yang diambil untuk pelaksanaan misi ini yaitu sebagai

berikut :

» Penataan kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang efektif
dan efisien.

» Penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas dengan
melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

» Tegaknya “Rule of Law” dengan adanya kepastian hukum yang
dimulai dari proses pembuatan, penjabaran, pengawasan, hingga
penegakan aturan hukum.

» Penerapan system perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

secara menyeluruh.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMDIKNAS 2010 - 2014

Sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional, dalam perencanaan

pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus
mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Nasional. Demikian juga halnya dengan pembangunan bidang

pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi



Kepulauan Bangka Belitung sebagai dinas teknis yang terkait dengan

urusan pendidikan.

Dalam merencanakan pembangunan pendidikan, termasuk Rencana

Strategis (Renstra) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada arah

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional. Arah kebijakan pembangunan secara nasional

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional tahun 2010 — 2014.Berikut adalah arah kebijakan

pembangunan pendidikan nasional :

Kebijakan Nasional

Kondisi di daerah

pendidikan formal yang berkualitas yang merata di
seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK
dibidang pendidikan.

Penyediaan buku teks murah

No
(2010 — 2014)

1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang a. Sebagian besar guru belum
berkompeten yang merata di seluruh provinsi, memenuhi kualifikasi S1/D4.
kabupaten dan kota. b. Tingkat kompetensi tenaga
a. Peningkatan Kualifikasi dan sertifikasi pendidik belum merata.

pendidik.
b. Peningkatan Mutu lembata pendidikan tenaga
kependidikan (LPTK) dan lulusannya.

2 Penyediaan manajemen satuan pendidikan Sistem pengelolaan manajemen di
berkompeten yang merata di seluruh provinsi, sekolah belum merata.
kabupaten dan kota.

Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas.

3 Penyediaan system pembelajaran sesuai dengan Sebagian sistem pembelajaran di
Standar Nasional Pendidikan sekolah belum sesuai dengan SNP.
Penerapan Metodologi pendidikan akhlak mulia Penerapan  pendidikan  karakter
dan karakter bangsa bangka belum merata di semua
Pengembangan Metodologi pendidikan yang sekolah.
membangun manusia yang berjiwa kreatif,
inovatif, sportif dan wirausaha

4 Penyediaan data dan informasi serta akreditasi Data dan informasi sering tidak
pendidikan yang handal akurat
Keterpaduan system evaluasi pendidikan

5 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana| Sebagian sekolah belum Sarana dan

prasarana pendidikan sesuai dengan
SNP.
Sebagian sekolah belum

memanfaatkan TIK dalam PBM




6 Penyediaan Subsidi untuk meningkatkan Subsidi untuk meningkatkan
keterjangkauan layanan pendidikan formal keterjangkauan layanan pendidikan
berkualitas yang merata di seluruh provinsi, masih sangat kurang.

kabupaten dan kota

Rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

7 Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan
system pembelajaran non formal dan informal
berkualitas yang merata di seluruh provinsi,
kabupaten dan kota

Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal

dan informal

8 Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia|Belum ada upaya untuk penyelarasan
usaha dan dunia industri pendidikan dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia kerja.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan program Pendidikan sampai
Tahun 2011 maka dapat dilakukan analisis dan identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dilakukan
dengan menggunakan metode Analisis SWOT dengan membagi pada dua
besaran analisis yaitu analisis lingkungan internal (kekuatan dan
kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).

Analisis lingkungan internal merupakan upaya untuk memahami
kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan
pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan analisis eksternal
merupakan upaya untuk memahami peluang dan tantangan dalam
pelaksanaan program pendidikan sehingga tingkat keberhasilannya
dapat diprediksi secara tepat.

Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program-program tidak dapat
dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang
ada.

Secara internal, kekuatan penyelenggaraan pembangunanpendidikan
ditentukan oleh hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah daerah dan dukungan legislatif sangat baik
dalam Pembangunan Pendidikan. Hal ini terkait dengan adanya
target dan indikator keberhasilan Program Pendidikan dalam
Millenium Development Goals(MDGs);



Adanya semangat voluntarisme dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan bidang pendidikan;

Adanya bantuan dana (blockgrant) kepada lembaga-lembaga
penyelenggara pendidikan meskipun dana yang diberikan masih
relatif kecil,

Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dengan

lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi wanita, dan lain-lain;

Sementara itu, berbagai kelemahan yang dihadapi dalam pembangunan

bidang Pendidikan antara lain:

1.

Jumlah penduduk yang cukup besar yang harus dilayani tidak
sebanding dengan ketersediaan dana, sarana dan prasarana yang

tersedia;

Data/infomasi yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga
menjadi kendala dalam perencanaan program baik di tingkat

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Kualifikasi dan kompetensi pada pendidik dan kependidikan pada
umumnya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bahkan
untuk PAUDNon Formal sebagian dari mereka bekerja secara
sukarela (volunteer);

Koordinasi dan kerjasama antar lembaga, organisasi yang terkait

dengan pembangunan pendidikan belum optimal;

Sosialisasi, promosi dan edukasi tentang pentingnya pendidikan
belum merata ke seluruh daerah, terutama bagi keluarga, orang tua
dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil yang
sulit dijangkau.

Analisis lingkungan eksternal dapat dirumuskan beberapa peluang dan

tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

program pendidikan. Peluang dan tantangan itu adalah sebagai berikut:

1.

Komitmen pemerintah yang kuat untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan anggaran dan

sumber daya pendukung lainnya di bidang pendidikan;

Pengembangan Pendidikan yang dilakukan dengan memberdayakan
peran  komunitas lokal pedesan dengan tujuan merangsang
partisipasi swadiri masyarakat dalam menangani permasalahan
belum tertampungnya anak-anak usia sekolah dalam lembaga

pendidikan;



3. Pengembangan model inovatif dan yang dilakukan melalui
pemberian bantuan dan/atau block grant dalam konteks Indonesia
perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi pendidikan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Beberapa tantangan yang harus dicermati dalam pelaksanaan program

Pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

2. Jumlah pendidik/guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 masih
sangat terbatas. Latar belakang pendidikan ini sangat
mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan yang
diselenggarakan pada lembaga pendidikan;

3. Masih belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti
pentingnya pendidikan terutama bagi keluarga, orangtua dan
masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau;

4. Masih terbatasnya perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah,
terutama pada dukungan anggaran, pada pembangunan bidang
pendidikan.

5. Tingginya tingkat disparitas layanan pendidikan antara daerah
perkotaan dan pedesaan. Atau dengan kata lain sangat diperlukan
pemerataan layanan pendidikan baik dari segi mutu maupun

peningkatan akses pendidikan.

Dari analisis diatas maka muncul beberapa isu strategis yang dihadapi
dalam pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, yaitu sebagai berikut :

» Tingkat keterlayanan penduduk dibidang pendidikan untuk jenjang
pendidikan tertentu masih sangat rendah.

» Tingkat mutu pendidikan yang relatif masih rendah.

» Relevansi pendidikan belum sinkron dengan tuntutan dunia kerja.

» Partisipasi masyarakat di bidang pendidikan yang belum memenuhi

harapan.



BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

4.1 VISI DAN MISI, TATA NILAI DAN PARADIGMA PENDIDIKAN

Perumusan visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tersebut tetap mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung serta memperhatikan visi dan misi dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional selaku pembuat

kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

1. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 -
2017
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unit
pelaksana teknis yang menangani pendidikan telah merumuskan visi
Dinas Pendidikan yang merupakan sudut pandang di bidang
pendidikan dari visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejalan
dengan Visi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
mendambakan Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdayasaing Berbasis Potensi
Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan
dan Pedesaan pada tahun 2017, diterjemahkan dalam bentuk Visi
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun

2017 yaitu sebagai berikut :

LAYANAN PENDIDIKAN YANG TERSEDIA, TERJANGKAU,
MERATA, BERKUALITAS, BERKARAKTER BANGSA
UNTUK SEMUA

Secara umum makna dari visi diatas menunjukkan bahwa untuk
meningkatan kualitas SDM di Bangka Belitung, maka setiap anggota
masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan
bermutu sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam proses

pembelajaran maupun pada output proses pendidikan.



Makna dari kata “Terjangkau” yaitu bahwa setiap layanan
pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai

dengan kelompok umum pendidikan.

Makna kata “Merata” yaitu berarti bahwa layanan pendidikan merata
di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di
daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan hingga daerah

terpencil.

Makna dari kata “pendidikan yang berkualitas” yaitu setiap layanan
pendidikan yang diberikan pada masyarakat harus memenuhi aspek
mutu yang baik sebagaimana yang dtetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan (SNP), baik dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan
non formal maupun pendidikan informal. Selain itu, kata
“berkualitas” juga bermakna bahwa setiap layanan pendidikan yang
diberikan kepada masyarakat selaras dengan kebutuhan masyarakat
itu sendiri, termasuk didalamnya sejalan dengan tuntutan kompetensi

SDM untuk dunia kerja dan dunia usaha.

Makna kata “Berkarakter bangsa”yaitu setiap pendidikan yang

dilakukan dengan pembiasaan nilai moral luhur kepada peserta didik

dan membiasakan mereka dengan kebiasaan (habit) yang sesuai
dengan karakter kebangsaan dengan mengacu pada 18 indikator
pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut :

1. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam
melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan
pemeluk agama lain.

2. Jujur ; Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai
orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan.

3. Toleransi ; Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan
agama, suku,etnis,pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang

berbeda dari dirinya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Disiplin ; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Kerja Keras ; Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-
sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kreatif ; Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan
cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

Mandiri ; Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Demokratis ; Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Rasa Ingin Tahu; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang
dipelajari, dilihat, dan didengar.

Semangat Kebangsaan; Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya.

Cinta Tanah Air ; Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang
tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,
dan politik bangsa.

Menghargai Prestasi; Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,
mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.

Bersahabat/ Komuniktif; Tindakan yang memperlihatkan rasa
senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Cinta Damai; Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan
orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Gemar Membaca; Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

Peduli Lingkungan; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan
alam yang sudah terjadi.

Peduli Sosial; Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.



18. Tanggung jawab; Sikap dan perilaku seseorang untuk
melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia
lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,

sosial dan budaya), negara danTuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan makna kata “untuk semua” yaitu bahwa seluruh layanan
jenjang dan jenis pendidikan bersifat terbuka untuk seluruh lapisan
masyarakat tanpa memperhatikan derajat sosial maupun derajat
ekonomi dalam tatanan bermasyarakat. Kata “untuk semua” juga
bermakna bahwa pendidikan itu adalah setiap setiap insan
masyarakat dalam memperoleh kesempatan pendidikan, mulai dari
yang baru lahir hingga yang sudah renta, sesuai dengan tuntutan

kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan.

.Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 -
1017

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan adanya misi yang harus

dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Misi ini tentunya harus terukur dengan jelas dan secara

kuantitatif sebagai gambaran pencapaian dari visi.

Agar terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, tentunya diperlukan
penyediaan dan peningkatan mutu pendidikan pada seluruh jenjang,
baik dalam bentuk pendidikan formal, non formal maupun informal.
Tentunya Output dari pendidikan yang bekualitas tersebut harus
mampu mememenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja pada dunia
kerja dan dunia usaha. Untuk itu misi yang akan dilaksanakan yaitu

sebagai berikut :



Kode MISI

M1 Menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Menyediakan layanan Pendidikan Menengah dan Tinggi
yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

MS Menyediakan layanan manajemen pendidikan bagi
seluruh masyarakat.

3. Tata Nilai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari
bahwa visi dan misi yang digambarkan diatas sulit untuk terwujud
apabila tidak didukung oleh seluruh komponen pendidikan. Untuk itu
diperlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-
usaha pelaksanaan dan misi dan pencapaian visi. Tata nilai
merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh
pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tata nilai
juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam visi. Tata
nilai yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yaitu :”Profesionalisme, Demokratis, Transparan dan

Akuntabel, berkeadilan dan visioner’.

Tata nilai ini dikemas dalam satu kalimat yang merupakan semangat
dari seluruh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam meraih cita-citanya yang digambarkan sebagai visi

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 -

2012 yaitu sebagai berikut :




4. Paradigma Pembangunan Pendidikan
Penyelenggaraan misi dinas pendidikan diatas didasarkan pada

beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut

a. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya
Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan
penghargaan terhadap peserta didik sebagai insan manusia yang
utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan
dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual,
spiritual, emosional dan sosial. Paradigma ini merupakan fondasi
dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil
sebagai pribadi yang mandiri, sebagai elemen/bagian dari sistem
sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain dan
sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di

muka bumi.

b. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik
(Long Life Education to People Centered Development)
Pembelajaran merupakan suatu proses yang berlangsung seumur
hidup (long life education), yaitu pembelajaran Sejak lahir hingga
akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multi
makna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka
melalui jalur pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan
Tinggi sederajat), pendidikan non formal, dan pendidikan informal
yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi
usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka
diselenggarakan dengan fleksibilitas pillhan dan waktu

penyelesaian lintas satuan dan jalur pendidikan.

Pendidikan mukti makna diselenggarakan dengan berorientasi
pada pembudayaan, pemberdayaan dan pembentukan ahlak
mulai, budi pekerti luhur dan watak kepribadian atau karakter
unggul serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini
memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik
menjadi subjek pembelajaran mandiri yang bertanggungjawab,

kreatif, inovatif, sportif dan memiliki jiwa kewirausahaan.



c. Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan
hak setiap warga negara seperti yang digambarkan dalam UUD
1945 dimana usaha pemenuhannya harus direncanakan dan
dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak
mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran
keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dibidang
pendidikan dan sekaligus menjadi investasi sumberdaya manusia
yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan
pembangunan bangsa. Oleh karena itu, program pendidikan
untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan
formal, non formal dan informal dengan sistem pendidikan
terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat
menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta
mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial

(berkebutuhan khusus).

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang
memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan
sosial ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk
menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan
diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus,
pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan non formal dan
informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan
jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lainnya yang sejenis
sehingga menjamin terselenggaranya pendidiikan yang demokratis,

merata dan berkeadilan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Tujuan Strategis

Untuk merealisasi misi yang telah disusun, perlu dirumuskan tujuan
strategis Tahun 2013 — 2017 yang lebih jelas untuk menggambarkan
ukuran-ukuran keterlaksanaan misi yang diemban. Tujuan strategis
Dinas Pendidikan Tahun 2013 — 2017 dirumuskan berdasarkan misi
yang telah ditetapkan dengan tujuan akhir untuk menghasilkan

sumberdaya insani masyarakat yang berkualitas dan berdayasaing



global sebagaimana yang dikehendaki dalam rumusan visi 2017.
Dengan memperhatikan misi yang diemban Tahun 2013 - 2017,
maka perumusan tujuan strategis Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017 yaitu sebagai
berikut :

KODE TUJUAN STRATEGIS

T1 Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan usia
dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

T2 Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan dasar
yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

T3 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan
menengah dan tinggi yang berkualitas bagi seluruh
masyarakat.

T4 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan non
formal yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

TS Tersedianya sistem tata kelola pendidikan yang
berkualitas.

2. Sasaran Jangka Menengah.
Agar tujuan strategis dapat dicapai dengan baik, maka perlu
ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai dalam
melaksanakan misi. Untuk menentukan sasaran strategis pada
masing-masing tujuan diatas, diperlukan proyeksi jumlah penduduk
berdasarkan kelompok usia pendidikan berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh BPS. Penduduk berdasarkan kelompok usia ini
sebagai kelompok sasaran pembangunan pendidikan. Dengan
proyeksi tingkat pertambahan penduduk yang statis setiap tahun
maka diperoleh proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok

usia pendidikan setiap tahun sebagai berikut :



Tabel

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Pendidikan.

0-6Th 181,830 187,562 193,299 199,034 204,772 210,509
7_12Th 138,019 143,304 147,693 152,083 156,473 160,862
13- 15Th 62,001 63,943 65,890 67,836 69,782 71,727
16— 18 Th 54,729 56,435 58,145 59,854 61,565 63,276
>15 Th 952,274 082,327 1,012,38 1,042,43 1,072,49 1,102,55
2 8 3 0

Total

Penduduk 1.223.296 | 1.261.908 | 1.300.524 | 1.339.139 | 1.377.756 | 1.416.374

Diolah dari data BPS dengan Tingkat Pertumbuhan Penduduk 3,16 % per tahun

Dengan memperhatikan data diatas, makasecara rinci sasaran

strategis jangka menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 - 2017 yaitu sebagai

berikut :

> Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan usia dini yang

berkualitas bagi seluruh masyarakat.

S.1.1 | APK PAUD
S.1.2

Satuan PAUD yang terakreditasi menjadi

» Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan dasar yang

berkualitas bagi seluruh masyarakat.

S.2.1 (APK) SD sederajat

S.2.2 | Angka DO SD sederajat

S.2.3 | Jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang lebih
tinggi

S.2.4 | Rata-rata tingkat kelulusan SD

S.2.5 | Angka Mengulang SD/MI

S.2.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat

S.2.7. | angka Drop Out (DO) SMP




S.2.8. | Persentase kelulusan SMP Sederajat
S.2.9 | Rata-rata nilai UN SMP sederajat

S.2.10 | Angka melanjutkan lulusan SMP sederajat ke jenjang
pendidikan menengah

S.2.11 | Angka Mengulang SMP/MTs

> Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah dan
tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
e

S.3.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah

S.3.2 | Angka DO Sekolah Menengah

S.3.3 | Rata-rata tingkat kelulusan SMA/MA

Rata-rata tingkat kelulusan SMK
S.3.4 | Rata-rata Nilai UN Siswa SMA/MA IPA
Rata-rata Nilai UN Siswa SMA/MA IPS
Rata-rata Nilai UN Siswa SMK

> Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan non formal

yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

S.4.1 | Angka Buta Aksara

S.4.2 | Rata-rata tingkat kelulusan pendidikan kesetaraan Paket
A, Bdan C
S.4.3 | Rata-rata nilai UNPK Paket A, B dan C

S.4.4 | Persentase Pengangguran Terlatih.
S.4.5 | Lembaga PNF Terakreditasi




> Tersedianya sistem tata kelola pendidikan yang berkualitas,

S.5.1 | Jumlah Data pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Belitung

S.5.2 | Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan bidang
pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

S.5.3 | Persentase Terpantaunya dan terevaluasinya seluruh
kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

S.54 | Layanan administrasi pendidikan pada Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Walaupun pembangunan SDM melalui bidang pendidikan merupakan
hal yang sangat kompleks, sebetulnya ada tiga roda penggerak utama
pembangunan bidang pendidikan yang saling terkait satu sama
lain.Pertama yaitu sarana dan prasarana pendidikan dimana
dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang bermutu, maka layanan
pendidikan bagi masyarakatpun akan lebih meningkat. Kedua, yaitu
Pendidik dan Tenaga Kependididikan. Dengan adanya pendidik dan
tenaga kependidikan yang bermutu tentunya akan berdampak pada
peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, yaitu Pengelolaan Lembaga
Pendidikan. Dengan adanya tata kelola yang baik dari pengelola
lembaga pendidikan tentunya akan dapat meningkatkan layanan

pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Gambar Dberikut menunjukkan Figurasi pembangunan bidang
pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar
Figurasi Roda Penggerak Pembangunan Pendidikan

Sarana dan Prasarana
Pendidikan

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Pengelola
Lembaga
Pendidikan

Berdasarkan figurasi pembangunan pendidikan diatas, maka secara

umum pembangunan bidang pendidikan tahun 2013 - 2017 akan

diarahkan pada tiga hal utama, yaitu sebagai berikut :

>
>
>

pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Penerapan sistem tata kelola lembaga pendidikan yang baik termasuk
pembiayaan = penyelenggaraan = pendidikan dan = pengukuran

ketercapaian hasil pembangunan pendidikan.

Pembangunan pada tiga hal utama ini harus seimbang agar roda

pembangunan pendidikan dapat berputar dengan baik. Berikut strategi

umum yang akan dilaksanakan pada pembangunan bidang pendidikan

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 -2017 :



Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang bermutu sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan.

Sarana dan
Prasarana

Penyediaan bantuan biaya untuk
SU 3.1 penyelenggaraan operasional pendidikan
baik secara formal maupun non formal

Penyediaan layanan manajemen
3 Tata Kelola SU 3.2 pendidikan antara lain : pendataan,
perencanaan, monitoring dan evaluasi

Penguatan sistem tata kelola pendidikan
SU 3.3 mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat
Provinsi.

Untuk melaksanakan strategi diatas, perlu diperhatikan kewenangan
Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada PP ini sebagian besar
kewenangan penyelenggaraan pendidikan berada pada Pemerintah
Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi
dan membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan

kewenangan tersebut.

Untuk itu, maka arah kebijakan yang diambil sebagaian besar yaitu
membantu keuangan kabupaten/kota dalam melaksanakan
pembangunan bidang pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan
dapat tercapai. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam pembangunan bidang pendidikan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung :



SU 1.1

Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang bermutu sesuai
dengan Standar Nasional
Pendidikan.

Membantu Penambahan Ruang Kelas Baru
(RKB) dan Pendirian Unit Sekolah Baru
(USB).

Membantu Penuntasan pemenuhan ruang
penunjang lainnya (perpustakaan, lab. IPA,
Lab. Bahasa/TIK, R. Guru, R, Kepsek, dll)
sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.

Membantu pembangunan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM).

Membantu  penyediaan peraga
pendidikan mulai jenjang PAUD hingga
Sekolah Menengah sesuai  Standar
Nasional Pendidikan.
Pengembangan sarana
pendidikan untuk RSBI.
Pengembangan sarana dan prasarana
pendidikan  khusus dan pendidikan
layanan khusus (PK/PLK).

alat

dan Prasarana

SU 2.2

Penyediaan bantuan untuk
peningkatan kesejahteraan
pendidik dan tenaga
kependidikan.

Memberikan tambahan penghasilan bagi
guru dan tenaga pendidik serta tenaga
kependidikan non PNS.
Memberikan tambahan penghasilan bagi
guru daerah terpencil.

SU 3.1

Penyediaan bantuan biaya untuk
penyelenggaraan operasional
pendidikan baik secara formal
maupun non formal

10.

11.

12.

13.

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) untuk TK, SD, SMP dan SM
sederajat.

Penyediaan Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) untuk PAUD Non Formal
dan Pendidikan Kesetaraan.

Penyediaan  Bantuan  Penyelenggaraan
Kursus dan Pelatihan.

Penyediaan bantuan bagi pembentukan
lembaga rintisan PAUD non formal.
Bantuan bagi siswa/mahasiswa
mampu

tidak

SU 3.2

Penyediaan layanan manajemen
pendidikan antara lain :
pendataan, perencanaan,
monitoring dan evaluasi

14.

15.

16.

Melakukan
pendidikan.
Melakukan
pendidikan.
Melakukan
pelaksanaan
pendidikan.

koordinasi pendataan

koordinasi perencanaan

evaluasi
bidang

monitoring dan
pembangunan

SU 3.3

Penguatan sistem tata kelola
pendidikan mulai dari tingkat
sekolah hingga tingkat Provinsi.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Melakukan pembinaan penerapan MPMBS
di sekolah.

Membantu pelaksanaan Ujian Nasional
dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
Membantu pelaksanaan Akreditasi Sekolah
dan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non
Formal.

Memotivasi siswa dengan pelaksanaan
lomba-lomba secara berjenjang.
Pengembangan pendidikan karakter pada
semua jenjang pendidikan.

Pengembangan Pendidikan kewirausahaan
untuk SMK dan lembaga kursus dan
pelatihan.




BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DANKELOMPOK SASARAN

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

pembangunan pendidikan tahun 2013 - 2017, maka dapat ditentukan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu penyusunan

rencana program dan kegiatan juga mempertimbangkan tugas pokok

dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Mulai tahun 2013, Dinas Pendidikan akan

melakukan reformasi sistem pelaksanaan program dan kegiatan sebagai

bagian dari reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Mulai tahun 2013 akan diberlakukan bahwa setiap bidang pada Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan

maksimal 2 program dan setiap seksi akan melaksanakan maksimal 2

kegiatan. Masing-masing kegiatan akan dibagi menjadi komponen-

komponen kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

Dikecualikan untuk hal ini yaitu sekretariat dinas yang melaksanakan

program dan kegiatan yang bersifat rutin.

Adapun program yang akan dilaksanakan terdiri dari 5 program utama

dan 3 program penunjang. Berikut adalah program utama dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung serta mekanisme perencanaan anggarannya.



Perluasan dan peningkatan mutu TK/RA
Komponen Kegiatan :
» Pelatihan Guru TK/RA/BA

» Bantuan Peningkatan Kualifikasi Pendidik S1/D4

» Pemberian Bantuan BOP TK/RA/BA

> Bantuan Pembangunan TK Pedesaan. Bidang Dikdas/Seksi

» Bantuan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana | Pendidikan TK
TK/RA/BA.

» Pelatihan Pengelolaan TK/RA/BA.

» Pengembangan Pendidikan Karakter di TK/RA/BA

» Lomba-lomba berjenjang siswa dan guru TK

» Bantuan Tambahan Penghasilan guru TK

Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal

Komponen Kegiatan :

» Pelatihan Pendidik PAUD Non Formal

» Lomba-lomba peserta didik dan pendidik PAUD Non
Formal.

Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)

» Peringatan Hari Anak Nasional

> Pengembangan Pendidikan karakter pada PAUD Non | Bidang PNFI/Seksi
Formal.

> Bantuan BOP PAUD Non Formal. PAUD Non Formal

» Bantuan Rintisan PAUD

» Model PAUD Terintegrasi (PAUD Holistik) Terpadu

» Sosialsiasi dan Pengembangan model parenting education.

» Bantuan sarana dan prasarana PAUD Non Formal

» Bantuan Tambahan Penghasilan Pendidik PAUD

» Pengembangan dan Pembinaan Gugus PAUD
Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI

Komponen Kegiatan :

Pelatihan Guru SD/MI

Lomba-Lomba siswa dan guru SD/MI
Pengembangan Pendidikan Karakter di SD/MI
Peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4.
Bantuan BOS SD/MI ) ) )
Bantuan pembangunan RKB SD/MI Bidang Dikdas/ Seksi
Bantuan Peningkatan Ruang Penunjang Lainnya. Pendidikan SD
Bantuan Peningkatan Alat Peraga Pendidikan SD/MI
Bantuan tambahan penghasilan guru SD/MI Non PNS
Bantuan tambahan penghasilan Guru SD terpencil.
Pengembangan SDLB

Bantuan pendidikan inklusi.

Bantuan Beasiswa miskin jenjang SD./MI
Pengembangan pengelolaan lembaga SD/MI
Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP/MTs

Komponen Kegiatan :

» Pelatihan Guru SMP/MTs

Lomba-Lomba siswa dan guru SMP/MTs
Pengembangan Pendidikan Karakter di SMP/MTs
Peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4

Bantuan BOS SMP/MTs ) ) )
Bantuan pembangunan RKB SMP/MTs Bidang Dikdas/ Seksi
Bantuan Peningkatan Ruang Penunjang Lainnya. Pendidikan SMP
Bantuan Peningkatan Alat Peraga Pendidikan SMP/MTs
Bantuan tambahan penghasilan guru SMP/MTs Non PNS
Bantuan tambahan penghasilan Guru SMP terpencil.
Pengembangan SMPLB

Bantuan pendidikan inklusi jenjang SMP.

Bantuan Beasiswa miskin jenjang SMP/MTs
Pengembangan pengelolaan lembaga SMP/MTs

VVVVVVVVYVYVYVYVYVYYVYYVY

Wajar Dikdas 9 Tahun
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Pendidikan Menengah
dan Tinggi

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA
Komponen Kegiatan :

Pelatihan Guru SMA/MA

Lomba-Lomba siswa dan guru SMA/MA
Pengembangan Pendidikan Karakter di SMA/MA
Peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4

Bantuan BOS SMA/MA

Bantuan pembangunan RKB di SMA/MA

Bantuan Peningkatan Ruang Penunjang Lainnya.
Bantuan Peningkatan Alat Peraga Pendidikan SMA/MA
Bantuan tambahan penghasilan guru SMA/MA Non PNS
Bantuan tambahan penghasilan Guru SMA terpencil.
Pengembangan SMALB

Bantuan Beasiswa miskin jenjang SMA/MA
Pengembangan pengelolaan lembaga SMA/MA

VVVVVVVVYVYVYYYVYYVY

Bidang Dikmenti / Seksi
Pendidikan SMA

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK
Komponen Kegiatan :

Pelatihan Guru SMK

Lomba-Lomba siswa dan guru SMK

Pengembangan Pendidikan Karakter di SMK
Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan di SMK
Peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4

Bantuan BOS SMK

Bantuan pembangunan RKB dan USB di SMK
Bantuan Peningkatan Ruang Penunjang Lainnya.
Bantuan Peningkatan Alat Peraga Pendidikan SMK
Bantuan Peralatan Bengkel Produktif SMK

Bantuan tambahan penghasilan guru SMK Non PNS
Bantuan tambahan penghasilan Guru SMK terpencil.
Bantuan Beasiswa miskin jenjang SMK
Pengembangan pengelolaan lembaga SMK

YVVVVVVVVVYVYYYY
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Bidang Dikmenti / Seksi
Pendidikan SMK

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Komponen Kegiatan :

» Bantuan Beasiswa bagi S1
berprestasi yang tidak mampu.

» Fasilitasi untuk pengembangan Perguruan Tinggi Swasta.

bagi Iulusan SMA/SMK

Bidang Dikmenti/ Seksi
Pendidikan Tinggi

Pendidikan Non
Formal dan Informal

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan
Komponen Kegiatan :

» Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan.

» Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

» Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan
Kesetaraan.

Bantuan Pelaksanaan UNPK

Lomba-lomba peserta didik dan tutor pendidikan kesetaran.
Pembinaan Kurikulum pendidikan kesetaraan.

Fasilitasi akreditasi lembaga pendidikan kesetaraan.
Fasilitasi sertifikasi tutor pendidikan kesetaraan

YV VVYVY

Bidang PNFI/ Seksi

Pendidikan Kesetaraan

Perluasan dan Peningkatan Mutu Lembaga Kursus/Pelatihan
dan Penuntasan Buta Aksara

Komponen Kegiatan :

Penuntasan Buta Aksara

Fasilitasi Akreditasi lembaga kursus dan pelatihan.

Fasilitasi Sertifikasi instruktur lembaga kursus dan pelatihan.
Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
Bantuan peralatan produktif lembaga kursus dan pelatihan.
» Pelatihan pengembangan kewirausahaan.

YV VYV

Bidang PNFI / Seksi
Pendidikan Masyarakat

Manajemen Layanan
Pendidikan

Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan
Komponen Kegiatan :

» Rapat koordinasi penyusunan rencana dan program.
» Penyusunan bahan penetapan kinerja tahunan.

» Penyusunan renja Dinas Pendidikan.

Bidang Bina Program /
Seksi Penyusunan
Rencana dan Program

Pendataan Pendidikan

Komponen Kegiatan :

» Penyusunan Data Pokok Pendidikan
» Penyusunan Profil Pendidikan

Bidang Bina Program /
Seksi Pendataan

Monitoring dan Evaluasi

Komponen Kegiatan :

» Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
» Penyusunan LAKIP

» Penyusunan laporan daya serap keuangan

Bidang Bina Program /
Seksi Monitoring dan
Evaluasi




Selain program utama diatas, ada 3 (tiga) program penunjang yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Program penunjang ini diperlukan sebagai bentuk pendukung
dari pelaksanaan program utama dan umumnya bersifat rutinitas.

Adapun program penunjang dan uraian kegiatan yaitu sebagai berikut :

Program Uraian Kegiatan/Komponen Penanggungjawab

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan
Keamanan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat
Perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Program Peningkatan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Sekretariat

Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan

Program Administrasi

Sarana dan Prasarana Sekretariat

Disiplin Aparatur

4.2 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran (Target Group) dari pelaksanaan kegiatan yaitu

masyarakat, siswa sekolah, pengelola sekolah, pegawai dinas pendidikan
kabupaten dan kota serta pegawai pada dinas pendidikan provinsi.
Berikut adalah kelompok sasaran dari masing-masing program dan

kegiatan :

1. Program Utama

» Penduduk Usia 4 — 6 Tahun
> Pendidik TK/RA.

» Pengelola Lembaga TK/RA.
» Siswa TK/RA

» Dinas Pendidikan Kab/Kota

Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)

Perluasan dan peningkatan mutu TK/RA




Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Non
Formal

» Penduduk Usia 0 — 6 Tahun
» Pendidik PAUD

» Pengelola Lembaga PAUD

» Peserta Didik PAUD

» Dinas Pendidikan Kab/Kota

Wajar Dikdas 9 Tahun

Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI

» Penduduk Usia 7 — 12 Tahun

» Guru SD/MI/SDLB

» Guru SD/MI Daerah Terpencil

» Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB
» Siswa SD/MI/SDLB

» Pengelola SD/MI/SDLB

» Dinas Pendidikan Kab/Kota

Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP/MTs

» Penduduk Usia 13 — 15 Tahun yang
lulus SD atau setara

» Guru SMP/MTs/SMPLB

» Guru SMP/MTs Daerah Terpencil

» Tenaga Kependidikan
SMP/MTs/SMPLB

» Siswa SMP/MTs/SMPLB

» Pengelola SMP/MTs/SMPLB

» Dinas Pendidikan Kab/Kota

Pendidikan Menengah
dan Tinggi

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
SMA

» Penduduk Usia 16 — 18Tahun yang
lulus SMP atau setara

» Guru SMA/MA/SMALB

» Guru SMA/MA Daerah Terpencil

» Tenaga Kependidikan
SMA/MA/SMALB

» Siswa SMA/MA/SMALB

» Pengelola SMA/MA/SMALB

» Dinas Pendidikan Kab/Kota

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
SMK

» Penduduk Usia 16 — 18 Tahun yang
lulus SMP atau setara

» Guru SMK

» Guru SMK Daerah Terpencil

» Tenaga Kependidikan SMK

» Siswa SMK

» Pengelola SMK

» Dinas Pendidikan Kab/Kota

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Tinggi

» Lulusan SMA atau setara yang
berprestasi dan kurang mampu
» Pengelola Perguruan Tinggi

Pendidikan Non

Formal dan Informal

Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Kesetaraan

» Penduduk Usia > 21 Tahun yang
belum berpendidikan setara SD, setara
SMP dan setara SMA.

» Penduduk usia 7 — 21 tahun yang
belum terlayani pendidikan formal.

» Warga Belajar Paket A, B dan C

» Tutor Paket A, Bdan C

» Pengelola PKBM dan SKB

» Dinas Pendidikan Kab/Kota

Perluasan dan Peningkatan Mutu Lembaga
Kursus/Pelatihan dan penuntasan buta
aksara

» Penduduk Usia > 15 Tahun yang buta
aksara.

» Penduduk yang putus sekolah.

» Pengangguran tidak terdidik.

» Pengelola lembaga kursus dan
pelatihan

» Lembaga penyelenggara pendidikan
keaksaraan

» Instruktur kursus dan pelatihan

» Dinas Pendidikan Kab/Kota




» Tim Pendataan Dinas Pendidikan
Kab/Kota

Pendataan Pendidikan

Perencanaan Pembangunan Bidang

Pendidikan » Tim Perencana Dinas Pendidikan -

Manajemen Layanan Kab/Kota

Pendidikan » Lembaga Pendidikan dan sekolah
penerima hibah dan bantuan
keuangan.

» Pengelola kegiatan pada Dinas

Pendidikan Provinsi.

Monitoring dan Evaluasi

4.2.1 INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui tingkat keberhasila dari program dan kegiatan
diperlukan adanya indikator pencapaian kinerja. Indikator kinerja ini
disusun sejalan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator
yang digunakan terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator dari keberhasilan program. Indikator Kinerja
Utama disusun dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah
ditetapkan secara nasional serta mengacu pada target MDG’s yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Indikator Utama ini dibagi lagi
menjadi (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan target

outcome dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Berikut adalah target IKU dan IKK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung hingga tahun 2017 :

1. Program PAUD
. Kondisi Target Pencapaian
No | Kegiatan Kode IKU/KK 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
IKU 1.1 APK PAUD 19,22% 25,54% | 31,87% | 38,19% | 44,51% | 50,83%
IKU 1.2 Prestasi PAUD  Tk. 0 1 1 2 2
Nasional
KK 1.1.1 Jumlah Siswa TK/RA 18.397 23.952 30.797 38.004 | 45.571 53.501
KK 1.1.2 Jumlah Lembaga TK/RA 279 316 353 390 427 464
KK 1.1.3 Desa yang terlayanan 35% 37% 42 % 47 % 53 % 60 %
pendidikan TKIRA
KK 1.2.1 Pendidik TK/RA terlatih 0% 20% 40 % 60 % 80 % 100 %
1 Perluasan dan IKK1.2.2. | Pendidik TKIRA 801% | 2445% | 40,61% | 58,88% | 7853 % 100%
Peningkatan Mutu TK berkualifikasi S1/D4
IKK1.2.3 | Lembaga TK/RA memiliki 5% 10 % 15 % 20% 30% 40%
Sarpras sesuai SNP
IKK 1.2.4 Pengelola TKIRA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
menerapkan MPMBS
KK 1.1.4. Jumlah Warga PAUD NF 16.552 23.955 30.799 38.006 | 45.575 53.507
IKK1.1.5. | Jumlah lembaga PAUD NF 481 661 841 1.021 1.201 1.381
KK 1.1.6 Desa yang terlayanani 35% 37 % 42 % 47 % 53 % 60 %
PAUD NF
) Eg:i‘;agsk?aia&utu KK117 | Lembaga PAUD NF 0% 2% 8% | 16% | 25% | 40%
PAUD Non Formal menerapkan Parenting
Education
IKK.1.2.5 Pendidik PAUD NF Terlatih 20% 25% 30% 35% 40 % 50%
IKK1.2.6. | Lembaga PAUD Memiliki 0% 5% 10 % 15 % 20 % 30%
Sarpras




2. Program Wajar Dikdas 9 Tahun

. Kondisi Target Pencapaian
No | Keglatan Kode IKUIIKK 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
KU 2.1 APK SD/MI 116,22% 116,22% | 116,23% | 116,24% | 116,25% | 116,26%
KK 2.1.1 Jumlah Siswa SD MI
160.043 | 165.128 | 170.246 | 175.365 | 180.484 | 185.601
KK2.1.2 Jumlah Ruang Kelas 5.900 5.910 5.955 6.025 6.105 6.185
IKK 2.1.3 Rasio Siswa dan RK 27,37 28,18 28,83 29,34 29,79 30,24
IKU 2.2 APM SD/MI 95,07% 95,45% 95,84% | 96,23% [96,61% 97%
KK 2.1.4 Angka DO SD/MI 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33 0,30
KU 2.4 Angka Melanjutkan SD/MI 96,20% | 96,96% | 97,72% | 98,48% | 99,24% | 100,00%
Peningkatan Mutu
1 IKK 2.4.1 Persentase Kelulusan SD/I 93,58 94,46 95,35 96,23 97,12 98,00
Pendidikan SD
KK 24.2 Guru SD/MI berkualifikasi
S1/D4 23,90% | 35,56% | 51,63% | 67,70% | 83,77% | 99,84%
KK 24.3 Guru SD/MI terlatih 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
KK 2.4.4 Rasio Siswa dan Guru 16,46 16,98 17,50 18,03 18,55 19,07
KK 24.5 Sarpras SD/MI sesuai SNP 10 % 15% 20 % 25% 30 % 50 %
IKU 2.4.6 Angka Mengulang SD/MI 8,68 7,74 6,81 5,87 4,94 4,00
KU 2.5 SD/MI menerapkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MPMBS
KU 2.6 APK SMP/MTs/Paket B 92,38% 93,50% 94,62% | 95,74% 96,85% | 97,96%
IKK 2.6.1 Jumlah Siswa SMP/MTs 53.733 56.243 58.803 61.401 | 64.039 66.718
KK 2.6.2 Jumlah Ruang Kelas 1.305 1.350 1.425 1.535 1.655 1.780
IKK.2.6.3 | Rasio Siswa dan Rombel 33,01 32,76 32,39 32,23 32,03 31,87
KU 2.7 APM SMP/MTs 64,35 68,28 72,21 76,14 80,07 84
KU 2.8 Angka DO SMP/MTs 1,21% 0,94% 0,72% 0,53% 0,36% 0,23%
IKU. 2.9 Angka Melanjutkan
94,32% | 9596% | 96,97% | 97,98% | 98,99% | 100,00%
SMP/MTs
IKU 2.10 Persentase Kelulusan
SMP/MTs 98,32 98,53 98,73 98,94 99,14 99,35
Perluasan dan IKK2.10.1 | Rata-rata Nilai UN
) 5,94 6,11 6,28 6,46 6,63 6,7
2 Peningkatan Mutu SMP/MTs
SMP IKK.2.10.2 | Guru SMP/MTs
55% 75,21% | 81,32% | 87,43% | 93,55% | 99,66%
berkualifikasi S1/D4
IKK2.10.2 | Guru SMP/MT terlatih 0% 20% 40% 60% 80% 100%
IKK.2.10.3 | Rasio Siswa dan Guru
33,01 32,76 32,39 32,23 32,03 31,87
IKK2.104 | Sarpras SMP/MTs sesuai | 10% 20% 30% 40% 50% 60%
SNP
IKU 2.12 Angka Mengulang
SMP/MTs 0,87 0,79 0,70 0,62 0,53 0,45
IKK2.12.1 | Sekolah menerapkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MPMBS




3. Program Pendidikan Menengah

Kondisi Target Pencapaian
No Kegiatan Kode IKU/IKK
2012 2013 2014 2015 2016 2017
IKU 3.1 APK SMA/MA/SMK 76,25% 80,19% | 84,14% | 88,08% | 92,02% | 95,95%
KK 3.1.1 Jumlah Siswa SMA/MA 38.458 41,985 | 45.650 | 49.448 | 53.380 | 57.444
IKK3.1.2 | Jumlah Ruang Kelas 1.305 1.350 1.425 1.535 1.655 1.780
KK 3.1.3 Rasio Siswa dan Rombel 31,98 33,52 34,33 34,35 34,23 34,11
IKU 3.2 APM SMA/MA 47,66% 53,13% 58,60% | 64,06% | 69,53% 75%
IKU 3.3 Angka DO SMA/MA 2,52% 1,82% 1,26% 0,86% 0,55% 0,31%
KU 34 Persentase Kelulusan 98,65% 96,70% 98,8% | 98,85% 98,9% 99%
Siswa SMA/MA ’ ’ ’ ’ !
IKK.3.4.1 Rata-rata nilai UN Siswa
Perluasan dan SMA/MA IPA 7,23 7,30 7,38 7,45 7,53 7,60
1 Peningkatan Mutu IKK.3.4.2 Rata-rata nilai UN Siswa
SMA SMA/MA IPS 6,51 6,65 6,79 6,92 7,06 7,20
IKK 3.4.3 Guru Berkualifikasi S1/D4 82,73% 85,61% 89,16% 92,71% 96,25% | 100,00%
IKK 3.4.4 Guru SMA/MA terlatih 0% 10 % 20 % 30% 40 % 50%
IKK 3.4.5 Sarpras  SMA/MA  sesuai 20 % 30% 40 % 50 % 60 % 70%
SNP
IKK 3.4.6 Rasio Siswa dan Guru 12,64 13,71 14,82 15,97 17,16 18,39
IKU 3.5 Angka Mengulang 0,98% 0,80% 0,72% 0,63% 0,54% 0,46%
KK 3.5.1 Sekolah menerapkan
MPMBS 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
IKU 3.1 APK SMA/MA/SMK 76,25% 80,19% | 84,14% | 88,08% | 92,02% | 95,95%
KK 3.1.1 Jumlah Siswa SMA/MA 38.458 41,985 | 45.650 | 49.448 | 53.380 | 57.444
IKK3.1.2 | Jumlah Ruang Kelas 1.305 1.350 1.425 1.535 1.655 1.780
IKK 3.1.3 Rasio Siswa dan Rombel 31,98 33,52 34,33 34,35 34,23 34,11
IKU 3.2 APM SMA/MA 47,66% | 53,13% 58,60% | 64,06% | 69,53% 75%
IKU 3.3 Angka DO SMA/MA 2,52% 1,82% 1,26% 0,86% 0,55% 0,31%
IKU39 Persentase Kelulusan
) 98,20% 98,56% | 98,92% | 99,28% | 99,64% | 100,00%
Siswa SMK
IKK.3.9.1 Rata-rata nilai UN Siswa
Perluasan dan SMK 6,44 6,58 6,72 6,87 7,01 7,15
2 Peningkatan Mutu KK 3.9.1 Guru Berkualifikasi S1/D4 80,42% 83,47% 87,79% 91,66% 95,53% | 100,00%
SNK IKK 3.9.2 Guru SMK terlatih 0 10 % 20 % 30% 40 % 50%
IKK'3.9.3 zla\lrgras SMA/MA  sesuai 10% 13% 20 % 259, 329 40%
IKK39.4 | Rasio Siswa dan Guru 12,64 13,71 14,82 15,97 | 17,16 18,39
IKK3.95 | SMK Imem|||k| Bengkel 10% 13% 20 % 259, 329 40%
Produktif
KK396 | Sekolah ~ menerapkan | g o 100 % 100% | 100% | 100% | 100%
pendidikan kewirausahaan
IKU 3.10 Angka Mengulang 1,12% 0,95% 0,81% 0,68% 0,55% 0,41%
KK3.101 ;‘;k&'gg menerapkan | 44 100 % 100% | 100% | 100% | 100%
3 Fasilitasi ~ Lulusan | IKU 3.11 Siswa Mls!qn Berprestasi 7 10 12 14 14 14
SM yang melanjutkan
IKK'3.11.1 | Tersedianya Beasiswa 7 10 12 14 14 14

Mahasiswa Miskin




4. Program Pendidikan Non Formal

Kondisi Target Pencapaian
No Kegiatan Kode IKU/IKK
2012 2013 2014 2015 2016 2017
IKU 4.1 Jumlah  Warga Belajar
Paket A, B dan C 8.229 7912 8542 9172 9802 10432
KK 4.1.1 Jumlah PKBM
Penyelenggara PAKET
Perluasan dan IKU 4.2. Tingkat Kelulusan UNPK 60% 65 % 70% 73% 75% 78%
1 peningkatan mutu | IKK4.2.1 | Tutor terlatih 10% 15% 20 % 25% 30 % 35%
pendidikan KK 4.2.2 Rara-rata Nilai UNPK Paket 5,0 55 57 59 6,0 6,2
kesetaraan A
KK 4.2.3 Rata-rata Nilai UNPK Paket 5,0 55 57 59 6,0 6,2
B
KK 4.2.4 Rata-rata Nilai UNPK Paket 5,0 55 57 59 6,0 6,2
C
IKU 4.3 Penduduk Buta Aksara 4,37% 4,00% 3,62% 3,25% 2,87% 2,50%
KU44. Prosentase.: Pengangguran 15,21% | 16,99% | 17,88% | 18,31% | 18,76% | 19,23%
yang terlatih
Perluasan dan KK 441 !_gmbaga lKursus memiliki 112 116 118 118 118 118
peningkatan mutu izin operasional .
Pendidikan KK 4.4.2 Lembagz.a Kursus/PeIahhan 9 5 10 15 20 2%
2 . terakreditasi
Kursus/ Pelatihan
dan Penuntasan | KU 43 ;i';'::t'iﬂkaﬁese“a kursus 4780 | 5220 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370
Buta Aksara i
KK435.1 | lembaga _kursus/pelathan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
menmiliki sar/pras produktif
IKK 4.5.2 Jumlahl Peﬁdld|k kursus 2 5 10 15 20 2%
bersertifikasi
5. Program Pelayanan Manajemen Pendidikan
Kondisi Target Pencapaian
No Kegiatan Kode IKU/IKK
2012 2013 2014 2015 2016 2017
IKU. 5.1 Tersedianya ~ Gambaran | 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Umum Pendidikan di Prov.
Kep. Babel
1 Pendataan IKK511 | Tersedianya Data Pokok | 1 Dok TDok | 1Dok | 1Dok | 1Dok | 1Dok
Pendidikan . e
Pendidikan Tk. Provinsi
IKK'5.1.2 Tersedianya Profil | 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Pendidikan Tk. Profinsi
IKU 5.2 Tersedianya Dokumen | 4 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok
Perencanaan Pendidikan
IKK'5.2.1 Tersedianya Renstra Dinas | 1 Dok - -
Pendidikan
KK 5.2.2 Tersedianya Renja Dinas | 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Perencanaan .
2 Pendidikan Pendidikan
IKK.5.2.3 Tersedianya ~ Penetapan | 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Kinerja Dinas Pendidikan
IKK5.2.4 Tersedianya Dokumen | 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Rencana Anggaran Dinas
Pendidikan
3 Monitoring dan | IKU5.3 Tersedianya dokumen hasil | 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok
Evaluasi monitoring dan evaluasi
IKK 5.3.1 Tersedianya LAKIP Dinas | 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Pendidikan
IKK5.3.2 Tersedianya Laporan Akhir | 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
tahun pelaksanaan
kegiatan Dinas Pendidikan
KK 5.3.3 Tersedianya laporan daya | 12 Dok 12Dok | 12Dok | 12Dok | 12Dok | 12 Dok

serap  anggaran
berkala

secara




Sebagaimana disampaikan sebelumnya, selain program dan kegiatan

diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga

melaksanakan program penunjang yang bertujuan untuk menunjang

pelaksanaan kelima program utama diatas. Berikut adalah indikator

kinerja untuk program dan kegiatan penunjang tesebut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Kondisi Target Pencapaian
No Kegiatan Kode IKU/IKK
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Penyediaan  Jasa | IKKP1 Tersedinyanya Jasa Surat | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Surat Menyurat Menyurat
2 Penyediaaan Jasa | IKKP2 Tersedinya Jasa | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Komunikasi, Komunikasi, Sumberdaya
Sumberdaya air dan air dan Listrik
Listrik
3 Penyediaan Jasa IKK P3 Tersedinyanya layanan | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Administrasi Administrasi Keuangan
Keuangan
4 Penyediaan Jasa IKK P4 Tersedinyaan Jasa | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor dan
dan Keamanan Keamanan Kantor
Kantor
5 IKK P5 Tersedinyanya Alat Tulis | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Penyediaan Alat Kantor
Tulis Kantor
6 Penyediaan IKK P6 Tersedinyanya Barang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Barang Cetakan Cetakan dan
dan Penggandaan Penggandaan
7 Penyediaan IKK P7 Tersedianya Makanan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Makanan dan dan Minuman rapat dan
Minuman tamu
8 Rapat-rapat IKK P8 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
koordinasi dan Terlaksananya Rapat-
konsultasi ke luar rapat koordinasi dan
daerah konsultasi ke luar daerah
9 Penyediaan Jasa IKK P9 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Penunjang dan Tersedianya Jasa
Pengelolaan Penunjang dan
Pelayanan Pengelolaan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kondisi Target Pencapaian
No Kegiatan Kode IKU/IKK
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pembangunan IKK P10 Tersedinya Gedung 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Gedung Kantor Kantor
2 Pengadaan IKK P12 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kendaraan Dinas/ Tersedianya Kendaraan
Operasional Dinas/ Operasional
3 Pemeliharaan IKK P13 Terpeliharanya secara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Rutin/Berkala Rutin/Berkala Gedung
Gedung Kantor Kantor
4 Pemeliharaan IKK P14 Terpeliharanya secara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/
Operasional Operasional
5 Pemeliharaan IKK P15 Terpeliharanya secara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Rutin/Berkala Rutin/Berkala Peralatan
Peralatan Kantor Kantor
6 Penyediaan IKK P16 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %




3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kondisi Target Pencapaian
No Kegiatan Kode IKU/IKK

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pengadaan IKK P17 ) ) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
. . Tersedianya Pakaian
Pakaian Dinas

Dinas Beserta
Beserta Perlengkapannya
Perlengkapannya grapanty

2 Peningkatan Nilai- | IKKP18 ) o | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Nilai Luhur Meningkatnya Nilai-Nilai

Kebangsaan Luhur Kebangsaan

4.2.2 KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) yang secara umum dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai kinerja yang telah
ditetapkan. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ini berfungsi
sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Untuk mencapai target indikator kinerja diatas dilakukan pembiayaan
bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Nasional melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada rencana strategis ini
hanya diuraikan pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Pembiayaan pembangunan pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk tahun 2013 - 2017 akan dilakukan dengan 2
(dua) cara, yaitu melalui belanja langsung dan melalui bantuan
keuangan kepada Kabupaten/Kota. Belanja Bantuan Keuangan
dilakukan apabila kegiatan yang akan dilakukan menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota. Total biaya dari
APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihitung sebesar * 25 % dari

total biaya yang diperlukan untuk mencapai target indikator kinerja.



Untuk menentukan biaya pembangunan dari APBD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, maka diperkirakan berdasarkan data 5 tahun terakhir
total belanja dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
berdasarkan Amandemen UUD 1945 bahwa anggaran bidang pendidikan

minimal 20 % dari total anggaran tersebut.

Berikut adalah perkiraan total biaya yang diperlukan untuk mencapai
target indicator kinerja dari rencana strategis ini berdasarkan jenis
belanja :

1. Belanja Langsung
a. Program PAUD

KPJM (Dalam juta Rupiah)

No Kegiatan Kode
2013 2014 2015 2016 2017

IKU 1.1

IKU 1.2

KK 1.1.1
KK 1.1.2
IKK1.1.3
1 Perluasan dan KK 1.2.1 .

Peningkatan Mutu TK KK 122, p. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 3.200 Rp. 3.500
IKK1.2.3

KK 1.2.4

KK 1.1.4.
IKK 1.1.5.

KK 1.1.6
2 Peningkatan Mutu Rp. 1.000 Rp. 1.200 Rp. 1.500 Rp. 2.000 Rp. 2.500

KK1.1.7
PAUD Non Formal
KK.1.2.5

KK 1.2.6.

Perluasan dan




b. Program Wajar Dikdas 9 Tahun

No

Kegiatan

Kode

KPJM (Dalam Juta Rupiah)

2013

2014

2015

2016

2017

Peningkatan Mutu
Pendidikan SD

IKU 2.1

KK 2.1.1

IKK2.1.2

IKK2.1.3

IKU 2.2

IKK?2.1.4

IKU 2.4

IKK2.4.1

KK 2.4.2

IKK24.3

KK 2.4.4

IKK24.5

IKU 2.4.6

IKU 2.5

Rp. 7.000

Rp. 7.500

Rp. 8.200

Rp. 8.700

Rp. 9.000

Perluasan dan
Peningkatan Mutu
SMP

IKU 2.6

KK 2.6.1

IKK2.6.2

IKK. 2.6.3

IKU 2.7

IKU 2.8

IKU. 2.9

IKU 2.10

IKK2.10.1

IKK.2.10.2

IKK 2.10.2

IKK.2.10.3

IKK 2.10.4

IKU 2.12

KK 2.12.1

Rp. 8.000

Rp. 8.500

Rp. 8.500

Rp. 9.000

Rp. 9.500




c. Program Pendidikan Menengah

No

Kegiatan

Kode

KPJM (Dalam Juta Rupiah)

2013

2014

2015

2016

2017

Perluasan dan
Peningkatan Mutu
SMA

IKU 3.1

KK 3.1.1

IKK'3.1.2

IKK3.1.3

IKU 3.2

IKU 3.3

IKU 3.4

IKK.3.4.1

IKK.3.4.2

KK 3.4.3

KK 3.4.4

KK 3.4.5

KK 3.4.6

IKU 3.5

IKK'3.5.1

Rp. 6.500

Rp. 7.000

Rp. 7.500

Rp. 7.800

Rp. 8.000

Perluasan dan
Peningkatan Mutu
SMK

IKU 3.1

KK 3.1.1

KK 3.1.2

IKK3.1.3

IKU 3.2

IKU 3.3

IKU3 9

IKK.3.9.1

KK 3.9.1

KK 3.9.2

KK 3.9.3

KK 3.9.4

KK 3.9.5

IKK'3.9.6

IKU 3.10

IKK'3.10.1

Rp. 7.000

Rp. 7.000

Rp. 7.500

Rp. 8.500

Rp. 8.500

Fasilitasi  Lulusan

SM

IKU 3.11

IKK'3.11.1

Rp. 4.000

Rp. 5.000

Rp. 7.000

Rp. 8.000

Rp. 9.000

d. Program Pendidikan Non Formal

No

Kegiatan

Kode

KPJM (Dalam Juta Rupiah)

2013

2014

2015

2016

2017

Perluasan dan
peningkatan mutu
pendidikan
kesetaraan

IKU 4.1

KK 4.1.1

IKU 4.2.

KK 4.2.1

KK 4.2.2

KK 4.2.3

KK 4.2.4

Rp. 1.500

Rp. 1.700

Rp. 2.000

Rp. 2.100

Rp.2.300

Perluasan dan
peningkatan mutu
Pendidikan
Kursus/ Pelatihan
dan Penuntasan
Buta Aksara

KU 4.3

IKU 4.4.

KK 4.4.1

KK 4.4.2

IKU 4.5

KK 4.5.1

IKK 4.5.2

Rp. 1.800

Rp. 2.000

Rp. 2.300

Rp. 2.300

Rp. 2.500




e. Program Pelayanan

Manajemen Pendidikan

KPJM (Dalam Juta Rupiah)

No Kegiatan Kode
2013 2014 2015 2016 2017
IKU. 5.1
Pendataan
1 IKK.5.1.1 Rp. 450 Rp. 600 Rp. 750 Rp. 800 Rp. 800
Pendidikan
IKK5.1.2
IKU 5.2
KK '5.2.1
Perencanaan
2 KK 5.2.2 Rp. 400 Rp. 550 Rp. 700 Rp. 750 Rp. 900
Pendidikan
IKK.5.2.3
IKK 5.2.4
3 Monitoring dan | IKU5.3
Evaluasi IKK 5.3.1
Rp. 300 Rp. 450 Rp. 500 Rp. 550 Rp. 550
IKK 5.3.2 P P P P P
KK 5.3.3
f. Program Administrasi Perkantoran
KPJM (Dalam Juta Rupiah)
No Kegiatan Kode
2013 2014 2015 2016 2017
Penyediaan  Jasa | IKKP1 Rp. 40 Rp. 50 Rp. 55 Rp. 60 Rp. 70
Surat Menyurat
Penyediaaan Jasa | IKK P2
Komunikasi, Rp. 100 Rp. 120 Rp. 150 Rp. 160 Rp. 175
Sumberdaya air dan
Listrik
Penyediaan Jasa IKK P3
Administrasi Rp. 110 Rp. 120 Rp. 140 Rp. 140 Rp. 150
Keuangan
Penyediaan Jasa IKK P4
Kebersihan Kantor Rp. 175 Rp. 180 Rp. 190 Rp. 200 Rp. 220
dan Keamanan
Kantor
Penyediaan Alat | IKKPS Rp. 250 Rp. 260 Rp. 265 Rp. 275 Rp. 290
Tulis Kantor
Penyediaan IKK P6
Barang Cetakan Rp. 60 Rp. 65 Rp. 70 Rp.75 Rp. 80
dan Penggandaan
Penyediaan IKK P7
Makanan dan Rp. 35 Rp. 40 Rp. 40 Rp. 45 Rp. 45
Minuman
Rapat-rapat IKK P8
koordinasi dan Rp. 800 Rp. 850 Rp. 850 Rp. 875 Rp. 900
konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa IKK P9
Penunjang dan
Pengelolaan Rp. 55 Rp. 60 Rp. 70 Rp. 80 Rp. 80
Pelayanan
Administrasi

Perkantoran




g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KPJM (Dalam Juta Rupiah)

No Kegiatan Kode
2013 2014 2015 2016 2017
1 Pembangunan IKK P10 Rp. 2.000 0 0 Rp. 500 0
Gedung Kantor
Pengadaan IKK P12
2 Kendaraan Dinas/ Rp. 800 Rp. 500 0 0 0
Operasional
3 Pemeliharaan IKK P13
Rutin/Berkala Rp. 800 Rp. 300 Rp. 200 Rp. 200 Rp. 200
Gedung Kantor
4 Pemeliharaan IKK P14
Rutin/Berkala Rp. 400 Rp. 550 Rp. 650 Rp. 650 Rp. 650
Kendaraan Dinas/
Operasional
5 Pemeliharaan IKK P15
Rutin/Berkala Rp. 30 Rp. 50 Rp. 75 Rp. 80 Rp. 100
Peralatan Kantor
6 Penyediaan IKK P16
Peralatan dan Rp. 300 Rp. 300 Rp. 300 Rp. 300 Rp. 300
Perlengkapan
Kantor
h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
KPJM (Dalam Juta Rupiah)
No Kegiatan Kode
2013 2014 2015 2016 2017
Pengadaan IKK P17
1 Pakaian Dinas Rp. 90
Beserta p Rp. 90 Rp. 90 Rp. 90 Rp. 90
Perlengkapannya
Peningkatan Nilai- | IKKP18
2 Nilai Luhur Rp. 400 Rp. 450 Rp. 450 Rp. 500 Rp. 500
Kebangsaan
2. Belanja Bantuan Keuangan
a. Program PAUD
KPJM (Dalam Juta Rupiah)
No Kegiatan Kode
2013 2014 2015 2016 2017
IKU 1.1
IKU 1.2
KK 1.1.1
KK 1.1.2
KK 1.1.3
1 Perluasan dan KK 1.2.1
Peningkatan Mutu TK KK122. Rp 12.813 Rp 13.565 Rp 14.360 Rp 15.198 Rp 18.780
KK 1.2.3
KK 1.2.4
KK 1.1.4.
IKK 1.1.5.
Perluasan dan
] KK 1.1.6
2 Peningkatan Mutu KT Rp 9.251 Rp 10.142 | Rp 11.077 Rp 12.054 Rp 13.076
PAUD Non Formal -
IKK.1.2.5
KK 1.2.6.




b. Program Wajar Dikdas 9 Tahun

No

Kegiatan

Kode

KPJM

2013

2014

2015

2016

2017

Peningkatan Mutu
Pendidikan SD

IKU 2.1

KK 2.1.1

IKK2.1.2

IKK2.1.3

IKU 2.2

IKK?2.1.4

IKU 2.4

IKK2.4.1

KK 2.4.2

IKK24.3

KK 2.4.4

IKK24.5

IKU 2.4.6

IKU 2.5

Rp 51.379

Rp 63.494

Rp 76.136

Rp 85.320

Rp 88.558

Perluasan dan
Peningkatan Mutu
SMP

IKU 2.6

KK 2.6.1

IKK2.6.2

IKK. 2.6.3

IKU 2.7

IKU 2.8

IKU. 2.9

IKU 2.10

IKK2.10.1

IKK.2.10.2

IKK 2.10.2

IKK.2.10.3

IKK 2.10.4

IKU 2.12

KK 2.12.1

Rp 36.144

Rp 27.901

Rp 27.453

Rp 28.161

Rp 28.869




c. Program Pendidikan Menengah

Target Pencapaian
No Kegiatan Kode

2013 2014 2015 2016 2017

IKU 3.1
KK 3.1.1
KK 3.1.2
KK 3.1.3
IKU 3.2
IKU 3.3
IKU 3.4
1 Peningkatan Mutu | |KK.3.4.1 Rp 46.580 Rp 45.844 Rp 45.314 Rp 37.509 Rp 39.516
SMA IKK.3.4.2
IKK3.4.3
IKK3.4.4
IKK3.4.5
IKK 3.4.6
IKU 3.5
KK 3.5.1

Perluasan dan

IKU 3.1
IKK 3.1.1
KK 3.1.2
KK 3.1.3
IKU 3.2
IKU 3.3
Perluasan dan IKU3 9
IKK.3.9.1
IKK 3.9.1
IKK 3.9.2
IKK 3.9.3
IKK 3.9.4
IKK 3.9.5
IKK 3.9.6
IKU 3.10
IKK 3.10.1

2 Peningkatan Mutu
SMK

Rp. 55.000 Rp. 60.000 Rp. 55.000 Rp. 65.000 Rp. 70.000

d. Program Pendidikan Non Formal

Target Pencapaian
No Kegiatan Kode
2013 2014 2015 2016 2017
IKU 4.1
KK 4.1.1
Perluasan dan
IKU 4.2.
1 peningkatan mutu TR
pendidikan 2. Rp. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 2.500
IKK4.2.2
kesetaraan
KK 4.2.3
KK 4.2.4
IKU 4.3
Perluasan dan KUa4
peningkatan mutu
KK 4.4.1
) Pendidikan KKIa0
Kursus/ Pelatihan 4. Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000
IKU 4.5
dan Penuntasan
IKK 4.5.1
Buta Aksara
IKK4.5.2




BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Dinas

Teknis yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam wurusan Pendidikan. Sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentu

saja dalam penyusunan Rencana Strategis ini harus mengacu pada tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2012 - 2017. Tabel berikut menunjukkan Indikator Kinerja Dinas
Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 :
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
kondisi Kinerja
pada awal Target Capaian Setiap Tahun kondisi
. periode RPJMD Kinerja pada
NO Indikator Akhir periode
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 AP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
19,22% 25,54% 31,87% 38,19% 44,51% 50,83% 50%
1 | APKPAUD i
116,22% 116,22% 116,23% 116,24% 116,25% 116,26% 116%
2 | APK SD Sederajat °
95,07% 95,45% 95,84% 96,23% 96,61% 97% 97%
3 | APM SD Sederajat °
92,38% 93,50% 94,62% 95,74% 96,85% 97,96% 97 96%
4 | APK SMP Sederajat 7R
64,35% 68,28% 72,21% 76,14% 80,07% 84% 84%
5 | APM SMP Sederajat °
76,25% 80,19% 84,14% 88,08% 92,02% 95,95%
- 95,95%
6 | APKPendidikan Menengah
i 8.229 7.912 8.542 9.172 9.802 10.432
Jumlah warga Belajar 10.000 Org
7 | PaketA,BdanC
Angka Buta Aksara 4,37% 4,00% 3,62% 3,25% 2,87% 2,50% oo
8 | penduduk usia 15 keatas o7




LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Target Target T?'get
No L N Indikator
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SPM IKK [
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
A BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pendidikan Anak Usia Dini Formal (TK/RA/BA)
a) Angka Partisi Kasar (APK) jenjang TK/RA/BA 20,00% 35,00% 33,50% 32,00% 34,00% 35,00% 32,12% 36,00% 27,01% 112,50% 0,00% 77,17% 77,17%
b) Desa yang memiliki TK/RA/BA 50,00% 43,00% 45,00% 50,00% 34,50% 42,00% 46,00% 51,70% 97,67% 102,22% 103,40%
) Pendidik TK/RA/BA berkualifikasi S1/D4 35,00% 0,00% 15,00% 35,00% 0,00% 0,00% 18,24% 52,11%
d) Pendidik TK/RA/BA bersertifikasi 25,00% 0,00% 25,00%
e) TK/RA/BA Terakreditasi 80,00% 70,30% 80,00% 90,16% 112,70%
f) TK/RA/BA memiliki Sarana sesuai SNP 50,00% 20,32% 50,00% 50,00% 100,00%
g Penerapan MPMBS di TK/RA/BA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (KB/SPS/TPA) -
a) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Non Formal 12,60%
b) Desa yang terlayanani PAUD Non Formal
PAUD Non Formal memiliki Sarana dan Prasarana sesuai
) SNP
d) Pendidikan PAUD Non Formal yang terlatih
B BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Pendidikan SD/MI/SDLB
a) Angka Partisi Kasar (APK) SD/MI/SDLB 116,22% 116,00%
b) Angka Partisi Murni (APM) SD/MI/SDLB 95,00% 97,00% 82,29% 94,00% 95,00% 96,00% 96,50% 97,00% 95,75% 95,93% 95,07% 96,42% 101,86% 100,98% 98,52% 99,40%
) Angka DO SD/MI/SDLB 1,00% 0,30% 0,45% 0,37% 0,30% 0,53% 0,57% 0,45% 0,40% 78,95% 82,22% 75,00%
d) Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB 95,00% 100,00% 95,00% 97,50% 100,00% 93,34% 95,42% 97,00% 97,35% 100,44% 99,49% 97,35%
e) Rasio Rombel dan Siswa 32 26,30 27,00 24,95 121,67% 118,52% 128,26%
f) SD/MI/SDLB Terakreditasi minimal B 50,00% 20,00% 35,00% 50,00% 9,94% 75,00% 73,00% 71,20% 375,00% 208,57% 142,40%
g) Guru SD/MI/SDLB Berkualifikasi 51/D4 90,00% 75,00% 40,00% 55,00% 75,00% 29,64% 23,90% 35,01% 74,10% 43,45% 46,68%
h) Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP 90,00% 50,00% 22,50% 35,00% 50,00% 10,00% 16,72% 18,00% 19,50% 74,31% 51,43% 39,00%
i) Rata-rata nilai UASBN SD/MI/SDLB 7,48
j) Persentase Kelulusan SD/MI/SDLB 98,70% 99,20% 100,00%
k) Angka Mengulang SD/MI 7,65%
) Persentase guru SD/MI/SDLB Terlatih 50,00% 20,00% 35,00% 50,00% 0,00% 2,00% 4,86% 0,00% 5,71% 9,72%
m) Sekolah menerapkan MPMBS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




Pendidikan SMP/MTs/SMPLB

a) Angka Partisi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB 90,00% 95,00% 92,00% 93,50% 95,00% 90,62% 92,38% 93,84% 98,50% 98,80% 98,78%
b) Angka Partisi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB 70,00% 64,35% 65,46% 91,93% 93,51%
) Angka DO SMP/MTs/SMPLB 1,00% 1,00% 1,35% 1,20% 1,00% 1,67% 2,15% 0,90% 0,93% 62,79% | 133,33% 107,53%
d) Angka Melanjutkan SMP/MTs/SMPLB 95,00% 91,50% 93,50% 95,00% 89,95% 93,71% 99,32% 79,85% 102,42% | 106,22% 84,05%
e) Rasio Rombel dan Siswa SMP/MTs 36 32 31 32 103,23% 100,00%
f) SMP/MTs/SMPLB Terakreditasi minimal B 50,00% 25,00% 35,00% 50,00% 9,94% 75,00% 65,00% 76,66% 300,00% | 185,71% 153,32%
g) Guru SMP/MTs Berkualifikasi $1/D4 75,00% 40,00% 55,00% 75,00% 20,31% 40,00% 70,18% 72,79% 100,00% | 127,60% 97,05%
h) Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP 50,00% 22,50% 35,00% 50,00% 10,00% 22,50% 30,00% 41,00% 100,00% 85,71% 82,00%
i) Rata-rata nilai UN SMP/MTs 5,89

j) Persentase Kelulusan SMP/MTs 98,32%

k) Angka Mengulang SMP/MTs/SMPLB 0,87% 0,77%

1) Persentase guru SMP/MTs/SMPLB Terlatih 50,00% 20,00% 35,00% 50,00% 10,00% 20,00% 22,00% 25,00% 100,00% 62,86% 50,00%
m) Sekolah menerapkan MPMBS 100,00% 100,00% | 100,00% | 100,00% 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 100,00% | 100,00% | 100,00%
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

Pendidikan SMA/MA/SMALB

a) Angka Partisi Kasar (APK) SMA/MA/SMALB/SMK 85,00% 77,50% 81,50% 85,00% 72,54% 77,50% 76,65% 71,60% 93,60% 94,05% 84,24%
b) Angka Partisi Murni (APM) SMA/MA/SMALB/SMK 45,05%

c) Angka DO SMA/MA/SMALB 1,64%

d) Rasio Rombel dan Siswa SMA/MA 36 31,51

e) SMA/MA/SMALB Terakreditasi minimal B 80,00% 35,00% 65,00% 80,00% 35,00% 62,30% 75,33% 100,00% 95,85% 94,16%
f) Guru SMA/MA/SMALB Berkualifikasi $1/D4 95,00% 80,00% 87,50% 95,00% 74,08% 80,00% 82,89% 85,21% 100,00% 94,73% 89,69%
g) Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP 40,00% 10,00% 20,00% 40,00% 12,00% 35,00% 60,15% 120,00% 175,00% 150,38%
h) Rata-rata nilai UN SMA/MA Jurusan IPA 7,23

i) Rata-rata nilai UN SMA/MA Jurusan IPS 6,51

j) Persentase Kelulusan SMA/MA/SMALB 98,65%

k) Angka Mengulang SMA/MA/SMALB 0,56%

1) Persentase guru SMA/MA/SMALB Terlatih 17,78%

m) Sekolah menerapkan MPMBS 100,00% 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00%
Pendidikan SMK

a) Angka Partisi Kasar (APK) SMA/MA/SMALB/SMK 85,00% 77,50% 81,50% 85,00% 72,54% 77,50% 76,65% 71,60% 93,60% 94,05% 84,24%
b) Angka Partisi Murni (APM) SMA/MA/SMALB/SMK 45,05%

c) Angka DO SMK 2,09%

d) Rasio Rombel dan Siswa SMK 33

e) SMK Terakreditasi minimal B 84,75%

f) Guru SMK Berkualifikasi S1/D4 84,32%

g) Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP 45,65%

h) Rata-rata nilai UN SMK 6,44

i) Persentase Kelulusan SMK 99,32%

j) SMK Memiliki minimal 1 Bengkel Produktif 45,65%

k) Angka Mengulang SMK 0,75%

1) Persentase guru SMK Terlatih 4,37%

m) SMK melaksanakan pendidikan kewirausahaan 97,83%

n) Sekolah menerapkan MPMBS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00%




Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian Anggara
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 n Realisasi
(1) 2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
APBD Provinsi Kep. Babel (Belanja Tidak Langsung)
APBD Provinsi Kep. Babel (Belanja L 17.257,5 13.259,2 18.248,4 12.226,4 9.585,4 15.082,4 70,8% 72,3% 82,7% 5,43% 14,28%
Program Utama
Program PAUD 378,1 - - 326,7 - - 86,4% - - 0,00% 0,00%
Program Wajar Dikdas 9 Tahun 2.532,7 2.172,1 3.989,5 1.942,7 1.531,2 3.242,9 76,7% 70,5% 81,3% 36,52% 5,64%
Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 4.220,3 2.752,6 4.868,3 2.953,1 2.150,8 3.749,7 70,0% 78,1% 77,0% 13,31% 9,15%
1542,17-
Program PNFI 1.392, 753 84,8 628,2 75,3 83,7 45,1% 100,0% 98,6% % 54,28%
Program Peningkatan Mutu PTK 6.407,6 6.462,0 7.229,1 4.586,7 4.637,6 6.263,9 71,6% 71,8% 86,6% 11,36% 17,39%
Program Manajemen Layanan Pendidikan 829,7 255,8 271,8 495,6 187,7 187,3 59,7% 73,4% 68,9% 205,30%- 13,32%
Program Penunjang
Program Administrasi Perkantoran 707,0 875,1 1.079,5 634,4 747,9 953,2 89,7% 85,5% 88,3% 34,50% -1,62%
Program Peningkatan Sarpras Aparatur 789,2 666,5 596,7, 659,1 254,9 483,9 83,5% 38,2% 81,1% -32,20% -3,02%
Program Peningkatan Disiplin Pegawai - - 128,6 - - 118,0 91,7% 100,00% 100,00%
APBN (Del asi) 166.651,2 88.670.5 63.698,2 144.997,8 79.564,5 56.493,0 87,0% 89,73% 88,69% 161,63%: 1,90%
Program PAUD 116,4 23.397,4 21.197,2 106,2 21.498,0 19.920,6 91,2% 91,88% 93,98% 99,45% 2,96%
Program Wajar Dikdas 9 Tahun 108.123,4 48.107,0 27.097,1 92.623,1 43.183,8 22.854,5 85,7% 89,77% 84,34% 299,02%2 -1,57%
Program Pendidikan Menengah 8.421,2 17.166,2 15.403,9 7.180,6 14.882,7 13.717,9 85,3% 86,70% 89,05% 45,33% 4,25%
Program PNFI 20.035,1 16.811,5 83,9%
Program Peningkatan Mutu PTK 29.955,1 28.276, 94,4%
TOTAL 183.908,7 157.224,3 85,5%







DATA PROYEKSI PERENCANAAN UNTUK PAUD

APK TK/RA/BA/TKLB
Tahun
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 13,39% 14,71% 16,03% 17,35% 18,68% 20,00%
2 | Kabupaten Belitung 11,24% 12,99% 14,74% 16,50% 18,25% 20,00%
3 | Kabupaten Bangka Tengah 8,60% 9,88% 11,16% 12,44% 13,72% 15,00%
4 | Kabupaten Bangka Barat 6,54% 7,83% 9,12% 10,41% 11,71% 13,00%
5 | Kabupaten Bangka Selatan 5,32% 7,06% 8,79% 10,53% 12,26% 14,00%
6 | Kabupaten Belitung Timur 10,77% 11,61% 12,46% 13,31% 14,15% 15,00%
7 | Kota Pangkalpinang 14,23% 15,38% 16,54% 17,69% 18,85% 20,00%
Provinsi 10,13% 11,48% 12,83% 14,18% 15,53% 16,88%
Proyeksi Jumlah TK/RA/BA
Jumlah Lembaga
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 81 83 85 87 89 91
2 | Kabupaten Belitung 47 49 51 53 55 60
3 | Kabupaten Bangka Tengah 56 58 60 62 64 66
4 | Kabupaten Bangka Barat 33 39 45 51 57 63
5 | Kabupaten Bangka Selatan 49 51 53 55 57 62
6 | Kabupaten Belitung Timur 33 37 41 45 49 53
7 | Kota Pangkalpinang 46 46 46 46 46 46
Provinsi 345 363 381 399 417 441
Proyeksi Jumlah Siswa TK/RA/BA
Jumlah Siswa
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 5.052 5.740 6.470 7.242 8.060 8.926
2 | Kabupaten Belitung 2.615 3.094 3.595 4.118 4.664 5.234
3 | Kabupaten Bangka Tengah 2.063 2.448 2.856 3.288 3.746 4.230
4 | Kabupaten Bangka Barat 1.907 2.371 2.867 3.399 3.966 4.572
5 | Kabupaten Bangka Selatan 1.329 1.818 2.338 2.889 3.473 4.091
6 | Kabupaten Belitung Timur 1.912 2,111 2.319 2.535 2.760 2.995
7 | Kota Pangkalpinang 3.543 3.949 4.378 4.830 5.306 5.806
Provinsi 18.421 21.531 24.823 28.301 31.975 35.854




Proyeksi Jumlah Siswa PAUD Non Formal

Jumlah Siswa
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 3.445 | 5.348 7.376 9.538 11.837 14.281
2 | Kabupaten Belitung 1.123 | 2.445 3.828 5.276 6.791 8.374
3 | Kabupaten Bangka Tengah 1.945 | 3.243 4.624 6.093 7.652 9.307
4 | Kabupaten Bangka Barat 3.583 | 4.732 5.964 7.282 8.693 10.199
5 | Kabupaten Bangka Selatan 1.962 | 2.857 3.807 4.814 5.882 7.013
6 | Kabupaten Belitung Timur 1.768 | 2.611 3.494 4.417 5.382 6.390
7 | Kota Pangkalpinang 2.724 | 4.302 5.975 7.748 9.626 11.614
Provinsi 16.550 25.538 35.068 45.168 55.863 67.178

Proyeksi Total Siswa PAUD

Jumlah Siswa
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 8.497 | 11.088 13.846 16.780 19.897 23.207
2 | Kabupaten Belitung 3.738 | 5.539 7.423 9.394 11.455 13.608
3 | Kabupaten Bangka Tengah 4.008 | 5.691 7.480 9.381 11.398 13.537
4 | Kabupaten Bangka Barat 5.490 | 7.103 8.831 10.681 12.659 14.771
5 | Kabupaten Bangka Selatan 3.291 | 4.675 6.145 7.703 9.355 11.104
6 | Kabupaten Belitung Timur 3.680 | 4.722 5.813 6.952 8.142 9.385
7 | Kota Pangkalpinang 6.267 | 8.251 10.353 12.578 14.932 17.420
Provinsi 34.971 47.069 59.891 73.469 87.838 103.032

Jumlah Pendidik TK/RA/BA

Tahun
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 | Kabupaten Bangka 385 385 385 385 385 385
2 | Kabupaten Belitung 239 239 239 239 239 239
3 | Kabupaten Bangka Tengah 193 193 193 193 193 193
4 | Kabupaten Bangka Barat 137 137 137 137 137 137
5 | Kabupaten Bangka Selatan 224 224 224 224 224 224
6 | Kabupaten Belitung Timur 190 190 190 190 190 190
7 | Kota Pangkalpinang 250 250 250 250 250 250

Provinsi 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618




Total Pendidik PAUD

Tahun
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 732 732 732 732 732 732
2 | Kabupaten Belitung 339 339 339 339 339 339
3 | Kabupaten Bangka Tengah 424 424 424 424 424 424
4 | Kabupaten Bangka Barat 503 503 503 503 503 503
5 | Kabupaten Bangka Selatan 358 358 358 358 358 358
6 | Kabupaten Belitung Timur 390 390 390 390 390 390
7 | Kota Pangkalpinang 530 530 530 530 530 530
Provinsi 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276
Pendidik PAUD PNS
Tahun
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 54 54 54 54 54 54
2 | Kabupaten Belitung 40 40 40 40 40 40
3 | Kabupaten Bangka Tengah 43 43 43 43 43 43
4 | Kabupaten Bangka Barat 20 20 20 20 20 20
5 | Kabupaten Bangka Selatan 22 22 22 22 22 22
6 | Kabupaten Belitung Timur 88 88 88 88 88 88
7 | Kota Pangkalpinang 53 53 53 53 53 53
Provinsi 320 320 320 320 320 320
Pendidik PAUD Non PNS
Tahun
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Kabupaten Bangka 678 678 678 678 678 678
2 | Kabupaten Belitung 299 299 299 299 299 299
3 | Kabupaten Bangka Tengah 381 381 381 381 381 381
4 | Kabupaten Bangka Barat 483 483 483 483 483 483
5 | Kabupaten Bangka Selatan 336 336 336 336 336 336
6 | Kabupaten Belitung Timur 302 302 302 302 302 302
7 | Kota Pangkalpinang 477 477 477 477 477 477
Provinsi 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956




DATA PROYEKSI PERENCANAAN UNTUK SD/MI/SDLB

Jumlah Siswa SD/MI/SDLB/Paket A

Jumlah Siswa
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 36.385 37.624 38.906 40.232 41.603 43.021
02 Kab.Belitung 19.601 20.066 20.543 21.032 21.532 22.017
03 Kab.Bangka Tengah 21.761 22.474 23.211 23.971 24.756 25.567
04 Kab.Bangka Barat 24.703 25.643 26.619 27.633 28.685 29.778
05 Kab.Bangka Selatan 23.145 23.883 24.644 25.429 26.240 27.077
06 Kab.Belitung Timur 13.625 13.949 14.281 14.620 14.968 15.323
07 Kota Pangkalpinang 22.235 22.928 23.642 24.379 25.139 25.922
TOTAL 161.455 166.568 171.846 177.295 182.923 188.705
JUMLAH SISWA SD/SDLB/MI
Jumlah Siswa
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
01 Kab.Bangka 36.045 37.284 38.566 39.892 41.263 42.681
02 Kab.Belitung 19.403 19.868 20.345 20.834 21.334 21.819
03 Kab.Bangka Tengah 21.429 22.142 22.879 23.639 24.424 25.235
04 Kab.Bangka Barat 24.631 25.571 26.547 27.561 28.613 29.706
05 Kab.Bangka Selatan 23.025 23.763 24.524 25.309 26.120 26.957
06 Kab.Belitung Timur 13.356 13.680 14.012 14.351 14.699 15.054
07 Kota Pangkalpinang 22.239 22.847 23.561 24.298 25.058 25.841
TOTAL 160.043 165.156 170.434 175.883 181.511 187.293
Jumlah Siswa SDLB
Jumlah Siswa
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
01 Kab.Bangka 74 74 74 74 74 74
02 Kab.Belitung 97 97 97 97 97 97
03 Kab.Bangka Tengah 40 40 40 40 40 40
04 Kab.Bangka Barat 43 43 43 43 43 43
05 Kab.Bangka Selatan 49 49 49 49 49 49
06 Kab.Belitung Timur 44 44 44 44 44 44
07 Kota Pangkalpinang 440 440 440 440 440 440
TOTAL 787 787 787 787 787 787




Proyeksi Siswa Miskin SD/MI/SDLB

APK SD/MI/SDLB (Tidak termasuk Paket A)
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 1.864 1.851 1.835 1.815 1.792
02 Kab.Belitung 993 976 958 938 916
03 Kab.Bangka Tengah 1.107 1.098 1.087 1.074 1.059
04 Kab.Bangka Barat 1.278 1.274 1.267 1.258 1.247
05 Kab.Bangka Selatan 1.188 1.177 1.164 1.149 1.132
06 Kab.Belitung Timur 683 672 660 646 632
07 Kota Pangkalpinang 1.142 1.130 1.117 1.102 1.085
TOTAL 8.255 8.178 8.088 7.982 7.863
Keterangan : Pengurangan Persentase kemiskinan 0,2 % per tahun dengan kondisi awal 5 %
Proyeksi Siswa Inklusi
Jumlah Siswa
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 103 103 103 103 103 103
02 Kab.Belitung 9 9 9 9 9 9
03 Kab.Bangka Tengah - - - - - -
04 Kab.Bangka Barat 3 3 3 3 3 3
05 Kab.Bangka Selatan 5 5 5 5 5 5
06 Kab.Belitung Timur 14 14 14 14 14 14
07 Kota Pangkalpinang 78 78 78 78 78 78
TOTAL 212 212 212 212 212 212
APK SD Sederajat (+ Paket A)
Proyeksi APK SD/MI/SDLB/Paket A
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 114,67% 114,67% 114,67% 114,67% 114,67% 114,67%
02 Kab.Belitung 111,34% 111,34% 111,34% 111,34% 111,34% 111,21%
03 Kab.Bangka Tengah 118,43% 118,43% 118,43% 118,43% 118,43% 118,43%
04 Kab.Bangka Barat 119,48% 119,48% 119,48% 119,48% 119,48% 119,48%
05 Kab.Bangka Selatan 115,32% 115,32% 115,32% 115,32% 115,32% 115,32%
06 Kab.Belitung Timur 108,71% 108,71% 108,71% 108,71% 108,71% 108,71%
07 Kota Pangkalpinang 124,00% 124,00% 124,00% 124,00% 124,00% 124,00%
TOTAL 116,22% 116,23% 116,25% 116,26% 116,27% 116,26%




APM SD/MI/SDLB/Paket A

Proyeksi APM SD/MI/SDLB/Paket A

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 92,78% 93,42% 94,07% 94,71% 95,36% 96,00%
02 Kab.Belitung 91,26% 92,01% 92,75% 93,50% 94,25% 95,00%
03 Kab.Bangka Tengah 94,24% 94,79% 95,34% 95,89% 96,45% 97,00%
04 Kab.Bangka Barat 98,19% 98,19% 98,19% 98,19% 98,19% 98,19%
05 Kab.Bangka Selatan 97,39% 97,39% 97,39% 97,39% 97,39% 97,39%
06 Kab.Belitung Timur 89,65% 90,52% 91,39% 92,26% 93,13% 94,00%
07 Kota Pangkalpinang 101,28% 101,03% 100,77% 100,51% 100,26% 100,00%

TOTAL 95,07% 95,45% 95,84% 96,23% 96,61% 97,00%

Jumlah Ruang Kelas SD/MI/SDLB
Jumlah Ruang Kelas SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 1.365 1.365 1.385 1.425 1.485 1.555
02 Kab.Belitung 922 922 922 922 922 922
03 Kab.Bangka Tengah 696 696 716 786 876 976
04 Kab.Bangka Barat 891 901 921 961 1.011 1.071
05 Kab.Bangka Selatan 697 707 732 757 787 817
06 Kab.Belitung Timur 690 690 690 690 690 690
07 Kota Pangkalpinang 639 639 679 739 819 899
TOTAL 5.900 5.920 6.045 6.280 6.590 6.930

Proyeksi Penambahan RKB SD/MI/SDLB

Proyeksi Penambahan RKB SD/MI/SDLB

No KAB / KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 0 20 40 60 70
02 Kab.Belitung 0 0 0 0 0
03 Kab.Bangka Tengah 0 20 70 90 100
04 Kab.Bangka Barat 10 20 40 50 60
05 Kab.Bangka Selatan 10 25 25 30 30
06 Kab.Belitung Timur
07 Kota Pangkalpinang 0 40 60 80 80

TOTAL 20 125 235 310 340




Rasio Siswa dan Ruang Kelas

Rasio Siswa dan Ruang Kelas
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 26 27 28 28 28 27
02 Kab.Belitung 21 22 22 23 23 24
03 Kab.Bangka Tengah 31 32 32 30 28 26
04 Kab.Bangka Barat 28 28 29 29 28 28
05 Kab.Bangka Selatan 33 34 34 33 33 33
06 Kab.Belitung Timur 19 20 20 21 21 22
07 Kota Pangkalpinang 35 36 35 33 31 29
TOTAL 27 28 28 28 28 27
Persentase Kelulusan Siswa SD/MI/SDLB
Persentase Kelulusan Siswa SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 Kab.Belitung 100% 100% 100% 100% 100% 100%
03 Kab.Bangka Tengah 100% 100% 100% 100% 100% 100%
04 Kab.Bangka Barat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
05 Kab.Bangka Selatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
06 Kab.Belitung Timur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
07 Kota Pangkalpinang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rata-rata Nilai Ujian Akhir Siswa SD/MI/SDLB
Rata-rata Nilai Ujian Akhir Siswa SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 7,66 7,81 7,97 8,13 8,29 8,45
02 Kab.Belitung 7,48 7,63 7,78 7,93 8,09 8,25
03 Kab.Bangka Tengah 7,16 7,30 7,45 7,59 7,75 7,90
04 Kab.Bangka Barat 7,21 7,36 7,50 7,65 7,81 7,96
05 Kab.Bangka Selatan 7,52 7,67 7,82 7,98 8,14 8,30
06 Kab.Belitung Timur 7,43 7,58 7,73 7,88 8,04 8,20
07 Kota Pangkalpinang 7,74 7,89 8,05 8,21 8,37 8,54
TOTAL 7,48 7,63 7,78 7,94 8,10 8,26




Angka DO Siswa SD/MI/SDLB

Angka DO Sswa SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 0,37 0,35 0,32 0,30 0,27 0,25
02 Kab.Belitung 0,33 0,31 0,29 0,28 0,26 0,24
03 Kab.Bangka Tengah 0,64 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35
04 Kab.Bangka Barat 0,59 0,54 0,48 0,43 0,37 0,32
05 Kab.Bangka Selatan 0,62 0,57 0,51 0,46 0,40 0,35
06 Kab.Belitung Timur 0,55 0,50 0,46 0,41 0,37 0,32
07 Kota Pangkalpinang 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05
TOTAL 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33 0,30
Angka Mengulang Siswa SD/MI/SDLB
Angka Mengulang Siswa SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 8,97 7,98 6,98 5,99 4,99 4,00
02 Kab.Belitung 9,86 8,79 7,72 6,64 5,57 4,50
03 Kab.Bangka Tengah 10,67 9,64 8,60 7,57 6,53 5,50
04 Kab.Bangka Barat 9,99 8,99 7,99 7,00 6,00 5,00
05 Kab.Bangka Selatan 7,68 6,84 6,01 5,17 4,34 3,50
06 Kab.Belitung Timur 6,68 5,94 5,21 4,47 3,74 3,00
07 Kota Pangkalpinang 5,71 5,17 4,63 4,08 3,54 3,00
TOTAL 8,68 7,74 6,81 5,87 4,94 4,00
Data Pendidik SD/MI/SDLB
Jumlah Guru
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 2.146 2.146 2.146 2.146 2.146 2.146
02 Kab.Belitung 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337
03 Kab.Bangka Tengah 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373
04 Kab.Bangka Barat 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472
05 Kab.Bangka Selatan 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054
06 Kab.Belitung Timur 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102
07 Kota Pangkalpinang 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323
TOTAL 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807




Data Persentase Guru Berkualifikasi S1 Keatas

Guru berkualifikasi S1 ke atas

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 30,48% 42,38% 54,29% 66,19% 78,10% 90,00%
02 Kab.Belitung 16,38% 29,10% 41,83% 54,55% 67,28% 80,00%
03 Kab.Bangka Tengah 32,70% 44,16% 55,62% 67,08% 78,54% 90,00%
04 Kab.Bangka Barat 22,35% 33,88% 45,41% 56,94% 68,47% 80,00%
05 Kab.Bangka Selatan 12,05% 24,64% 37,23% 49,82% 62,41% 75,00%
06 Kab.Belitung Timur 28,58% 40,87% 53,15% 65,43% 77,72% 90,00%
07 Kota Pangkalpinang 18,97% 31,18% 43,38% 55,59% 67,79% 80,00%
TOTAL 23,90% 35,52% 47,14% 58,76% 70,38% 82,00%
Diasumsikan tidak ada penambahan guru hingga tahun 2017
Data Status Tenaga Pendidik SD/MI/SDLB
Data Guru PNS SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 1.659 1.824 1.806 1.788 1.769 1.751
02 Kab.Belitung 1.070 1.183 1.170 1.158 1.145 1.133
03 Kab.Bangka Tengah 1.099 1.180 1.167 1.155 1.142 1.130
04 Kab.Bangka Barat 926 1.045 1.032 1.020 1.007 995
05 Kab.Bangka Selatan 758 833 820 808 795 783
06 Kab.Belitung Timur 929 1.022 1.009 997 984 972
07 Kota Pangkalpinang 963 1.036 1.023 1.011 998 986
TOTAL 7.404 8.123 8.027 7.937 7.840 7.750
Data Guru Non PNS SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 470 458 398 342 289 240
02 Kab.Belitung 254 245 209 175 144 114
03 Kab.Bangka Tengah 265 249 212 179 147 117
04 Kab.Bangka Barat 537 555 501 451 405 362
05 Kab.Bangka Selatan 286 283 250 219 191 164
06 Kab.Belitung Timur 161 149 121 95 71 48
07 Kota Pangkalpinang 310 298 261 227 195 165
TOTAL 2.283 2.237 1.952 1.688 1.442 1.210




Persentase Guru Non PNS

Persentase Guru Non PNS
No KAB / KOTA
2013 2014 2015 2016 2017

01 Kab.Bangka 22,08% 20,08% 18,08% 16,08% 14,08% 12,08%
02 Kab.Belitung 19,18% 17,18% 15,18% 13,18% 11,18% 9,18%
03 Kab.Bangka Tengah 19,43% 17,43% 15,43% 13,43% 11,43% 9,43%
04 Kab.Bangka Barat 36,71% 34,71% 32,71% 30,71% 28,71% 26,71%
05 Kab.Bangka Selatan 27,39% 25,39% 23,39% 21,39% 19,39% 17,39%
06 Kab.Belitung Timur 14,77% 12,77% 10,77% 8,77% 6,77% 4,77%
07 Kota Pangkalpinang 24,35% 22,35% 20,35% 18,35% 16,35% 14,35%

TOTAL 23,57% 21,57% 19,57% 17,57% 15,57% 13,57%

PROYEKSI PENINGKATAN LABOR IPA SD/MI

PROYEKSI PENINGKATAN LABOR IPA SD/MI
No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah

01 Kab.Bangka 183 - 18 36 54 73 91
02 Kab.Belitung 125 - 12 25 37 50 62
03 Kab.Bangka Tengah 93 - 12 25 37 50 62
04 Kab.Bangka Barat 131 - 12 25 37 50 62
05 Kab.Bangka Selatan 87 - 12 25 37 50 62
06 Kab.Belitung Timur 105 - 12 25 37 50 62
07 Kota Pangkalpinang 85 - 12 25 37 50 62
TOTAL 809 - 90 186 276 373 463
Kebutuhan Per Tahun 90 96 90 97 90

Proyeksi Kebutuhan Ruang Ibadah SD/MI

PROYEKSI PENINGKATAN RUANG IBADAH
No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah

01 Kab.Bangka 183 36 47 58 69 80 91
02 Kab.Belitung 125 17 26 35 a4 53 62
03 Kab.Bangka Tengah 93 9 22 32 42 52 62
04 Kab.Bangka Barat 131 10 20 30 41 51 62
05 Kab.Bangka Selatan 87 10 23 33 43 52 62
06 Kab.Belitung Timur 105 4 16 27 39 50 62
07 Kota Pangkalpinang 85 25 41 47 52 57 62
TOTAL 809 111 195 262 330 395 463

Kebutuhan Per Tahun 84 67 68 65 68




PERSENTASE PEMENUHAN LABOR IPA

No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
02 Kab.Belitung 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
03 Kab.Bangka Tengah 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
04 Kab.Bangka Barat 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
05 Kab.Bangka Selatan 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
06 Kab.Belitung Timur 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
07 Kota Pangkalpinang 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
TOTAL 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
Persentase Pemenuhan Ruang lbadah SD/MI
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 19,67% 25,74% 31,80% 37,87% 43,93% 50,00%
02 Kab.Belitung 13,60% 20,88% 28,16% 35,44% 42,72% 50,00%
03 Kab.Bangka Tengah 9,68% 17,74% 25,81% 33,87% 41,94% 50,00%
04 Kab.Bangka Barat 7,63% 16,11% 24,58% 33,05% 41,53% 50,00%
05 Kab.Bangka Selatan 11,49% 19,20% 26,90% 34,60% 42,30% 50,00%
06 Kab.Belitung Timur 3,81% 13,05% 22,29% 31,52% 40,76% 50,00%
07 Kota Pangkalpinang 29,41% 33,53% 37,65% 41,76% 45,88% 50,00%
TOTAL 13,72% 20,98% 28,23% 35,49% 42,74% 50,00%




DATA PROYEKSI PERENCANAAN UNTUK SMP/MTs/SMPLB

JUMLAH SISWA SMP/MTs dan Paket B

Jumlah Siswa

No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 13.885 14.473 15.085 15.723 16.386 17.076
02 Kab.Belitung 7.084 7.353 7.631 7.917 8.213 8.520
03 Kab.Bangka Tengah 5.642 5.966 6.306 6.661 7.033 7.423
04 Kab.Bangka Barat 8.450 8.793 9.150 9.521 9.907 10.310
05 Kab.Bangka Selatan 7.620 7.999 8.394 8.807 9.237 9.685
06 Kab.Belitung Timur 5.492 5.819 6.159 6.511 6.877 7.256
07 Kota Pangkalpinang 9.105 9.389 9.681 9.982 10.292 10.613
TOTAL 57.278 59.792 62.405 65.122 67.946 70.883
JUMLAH SISWA SMP/MTs/SMPLB
Jumlah Siswa
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
01 Kab.Bangka 12.882 | 13.470 14.082 | 14.720 15.383 16.073
02 Kab.Belitung 6.714 | 6.983 7.261 7.547 7.843 8.150
03 Kab.Bangka Tengah 5.342 | 5.666 6.006 | 6.361 6.733 7.123
04 Kab.Bangka Barat 7.962 | 8.305 8.662 | 9.033 9.419 9.822
05 Kab.Bangka Selatan 7.161 | 7.540 7.935 | 8.348 8.778 9.226
06 Kab.Belitung Timur 4.917 | 5.244 5.584 | 5.936 6.302 6.681
07 Kota Pangkalpinang 8.755 | 9.039 9.331 | 9.632 9.942 10.263
TOTAL 53.733 56.247 58.860 | 61.577 64.401 67.338




Jumlah Siswa SMPLB

Jumlah Siswa

No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 6 6 6 6 6 6
02 Kab.Belitung 13 13 13 13 13 13
03 Kab.Bangka Tengah 2 2 2 2 2 2
04 Kab.Bangka Barat 1 1 1 1 1 1
05 Kab.Bangka Selatan 8 8 8 8 8 8
06 Kab.Belitung Timur 3 3 3 3 3 3
07 Kota Pangkalpinang 162 162 162 162 162 162

TOTAL 195 195 195 195 195 195

Proyeksi Siswa Miskin SD/MI/SDLB

Proyeksi Siswa Miskin SD/MI/SDLB

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 673 675 | 677 676 675
02 Kab.Belitung 349 348 | 347 345 342
03 Kab.Bangka Tengah 283 288 | 292 296 299
04 Kab.Bangka Barat 415 415 | 415 414 412
05 Kab.Bangka Selatan 377 380 | 383 386 387
06 Kab.Belitung Timur 262 268 | 273 277 280
07 Kota Pangkalpinang 451 447 | 443 437 431

TOTAL 2.810 2.821 | 2.830 2.831 2.826

Keterangan : Pengurangan Persentase kemiskinan 0,2 % per tahun dengan kondisi awal
5%

APK SMP/MTs (+Paket B)

APK SMP/MTs (+Paket B)

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 94,21% 94,97% 95,73% 96,48% 97,24% 98,00%
02 Kab.Belitung 91,16% 92,43% 93,70% 94,96% 96,23% 97,50%
03 Kab.Bangka Tengah 85,71% 87,76% 89,82% 91,88% 93,94% 96,00%
04 Kab.Bangka Barat 96,81% 97,05% 97,29% 97,53% 97,76% 98,00%
05 Kab.Bangka Selatan 88,34% 89,87% 91,40% 92,94% 94,47% 96,00%
06 Kab.Belitung Timur 80,85% 83,68% 86,51% 89,34% 92,17% 95,00%
07 Kota Pangkalpinang 103,91% 103,91% 103,91% 103,91% 103,91% 103,91%

TOTAL 92,38% 93,51% 94,63% 95,75% 96,86% 97,96%




APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B

APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 60,90% 64,72% 68,54% 72,36% 76,18% 80%
02 Kab.Belitung 65,69% 69,15% 72,62% 76,08% 79,54% 83%
03 Kab.Bangka Tengah 62,75% 66,60% 70,45% 74,30% 78,15% 82%
04 Kab.Bangka Barat 67,84% 71,27% 74,70% 78,14% 81,57% 85%
05 Kab.Bangka Selatan 64,55% 68,24% 71,93% 75,62% 79,31% 83%
06 Kab.Belitung Timur 56,66% 61,33% 66,00% 70,66% 75,33% 80%
07 Kota Pangkalpinang 72,43% 75,94% 79,46% 82,97% 86,49% 90%
TOTAL 64,35% 68,28% 72,21% 76,14% 80,07% 84%
Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs/SMPLB
Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs/SMPLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 432 442 457 472 497 522
02 Kab.Belitung 228 233 243 248 253 258
03 Kab.Bangka Tengah 204 209 214 224 234 244
04 Kab.Bangka Barat 234 254 274 294 309 324
05 Kab.Bangka Selatan 204 234 259 274 289 304
06 Kab.Belitung Timur 158 168 183 198 213 228
07 Kota Pangkalpinang 275 285 295 305 315 325
TOTAL 1.735 1.825 1.925 2.015 2.110 2.205

Proyeksi Penambahan RKB SMP/MTs/SMPLB

Proyeksi Penambahan RKB SMP/MTs/SMPLB

No KAB / KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 10 15 15 25 25
02 Kab.Belitung 5 10 5 5 5
03 Kab.Bangka Tengah 5 5 10 10 10
04 Kab.Bangka Barat 20 20 20 15 15
05 Kab.Bangka Selatan 30 25 15 15 15
06 Kab.Belitung Timur 10 15 15 15 15
07 Kota Pangkalpinang 10 10 10 10 10

TOTAL 90 100 90 95 95




Rasio Siswa dan Ruang Kelas

Rasio Siswa dan Ruang Kelas
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 30 30 31 31 31 31
02 Kab.Belitung 29 30 30 30 31 32
03 Kab.Bangka Tengah 26 27 28 28 29 29
04 Kab.Bangka Barat 34 33 32 31 30 30
05 Kab.Bangka Selatan 35 32 31 30 30 30
06 Kab.Belitung Timur 31 31 31 30 30 29
07 Kota Pangkalpinang 32 32 32 32 32 32
TOTAL 31 31 31 31 31 31
Persentase Kelulusan Siswa SMP/SMPLB/MTs
Persentase Kelulusan Siswa SMP/SMPLB/MTs
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 98,80% 99,02% 99,24% 99,46% 99,68% 99,90%
02 Kab.Belitung 97,48% 97,96% 98,45% 98,93% 99,42% 99,90%
03 Kab.Bangka Tengah 97,66% 98,11% 98,56% 99,00% 99,45% 99,90%
04 Kab.Bangka Barat 99,43% 99,52% 99,62% 99,71% 99,81% 99,90%
05 Kab.Bangka Selatan 99,85% 99,86% 99,87% 99,88% 99,89% 99,90%
06 Kab.Belitung Timur 95,04% 96,01% 96,98% 97,96% 98,93% 99,90%
07 Kota Pangkalpinang 98,20% 98,54% 98,88% 99,22% 99,56% 99,90%
TOTAL 98,32% 98,64% 98,95% 99,27% 99,58% 99,90%
Rata-rata Nilai Ujian Akhir Siswa SMP/MTs/SMPLB
Rata-rata Nilai Ujian Akhir (UN) Siswa SMP/MTs/SMPLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 5,89 6,01 6,13 6,25 6,37 6,50
02 Kab.Belitung 5,39 5,50 5,61 5,72 5,84 6,00
03 Kab.Bangka Tengah 5,32 5,43 5,54 5,65 5,76 6,00
04 Kab.Bangka Barat 6,27 6,40 6,53 6,66 6,79 6,93
05 Kab.Bangka Selatan 7,00 7,14 7,29 7,43 7,58 7,73
06 Kab.Belitung Timur 5,60 5,71 5,83 5,95 6,06 6,19
07 Kota Pangkalpinang 6,08 6,20 6,32 6,45 6,58 6,71
TOTAL 5,89 6,01 6,13 6,25 6,38 6,50




Angka DO Sswa SMP/MTs/SMPLB

Angka DO Sswa SMP/MTs/SMPLB

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 0,44 0,40 0,36 0,33 0,29 0,25
02 Kab.Belitung 1,37 1,20 1,02 0,85 0,67 0,50
03 Kab.Bangka Tengah 1,80 1,54 1,28 1,02 0,76 0,50
04 Kab.Bangka Barat 0,81 0,73 0,65 0,56 0,48 0,40
05 Kab.Bangka Selatan 0,97 0,86 0,74 0,63 0,51 0,40
06 Kab.Belitung Timur 1,26 1,11 0,96 0,80 0,65 0,50
07 Kota Pangkalpinang 0,51 0,46 0,41 0,37 0,32 0,27

TOTAL 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40

Angka Mengulang Siswa SMP/MTs/SMPLB

Angka Mengulang Siswa SD/MI/SDLB

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 0,79 0,73 0,67 0,62 0,56 0,50
02 Kab.Belitung 1,51 1,37 1,23 1,08 0,94 0,80
03 Kab.Bangka Tengah 0,62 0,58 0,53 0,49 0,44 0,40
04 Kab.Bangka Barat 0,81 0,75 0,69 0,62 0,56 0,50
05 Kab.Bangka Selatan 0,69 0,63 0,57 0,52 0,46 0,40
06 Kab.Belitung Timur 0,64 0,59 0,54 0,50 0,45 0,40
07 Kota Pangkalpinang 0,95 0,86 0,77 0,68 0,59 0,50

TOTAL 0,87 0,79 0,70 0,62 0,53 0,45

Data Pendidik SMP/MTs/SMPLB

Jumlah Guru SMP/MTs/SMPLB
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 954 954 954 954 954 954
02 Kab.Belitung 459 459 459 459 459 459
03 Kab.Bangka Tengah 352 352 352 352 352 352
04 Kab.Bangka Barat 596 596 596 596 596 596
05 Kab.Bangka Selatan 441 441 441 441 441 441
06 Kab.Belitung Timur 362 362 362 362 362 362
07 Kota Pangkalpinang 592 592 592 592 592 592
TOTAL 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756




Data Persentase Guru Berkualifikasi S1 Keatas

Guru berkualifikasi S1 ke atas

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 68,13% 72,51% 76,88% 81,25% 85,63% 90,00%
02 Kab.Belitung 76,91% 79,53% 82,14% 84,76% 87,38% 90,00%
03 Kab.Bangka Tengah 75,00% 78,00% 81,00% 84,00% 87,00% 90,00%
04 Kab.Bangka Barat 65,27% 70,21% 75,16% 80,11% 85,05% 90,00%
05 Kab.Bangka Selatan 66,67% 71,33% 76,00% 80,67% 85,33% 90,00%
06 Kab.Belitung Timur 77,07% 79,66% 82,24% 84,83% 87,41% 90,00%
07 Kota Pangkalpinang 68,75% 73,00% 77,25% 81,50% 85,75% 90,00%
TOTAL 70,18% 74,14% 78,11% 82,07% 86,04% 90,00%
Diasumsikan tidak ada penambahan guru hingga tahun 2017
Data Status Tenaga Pendidik SMP/MTs/SMPLB
Data Guru PNS SMP/MTs/SMPLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 473 492 511 530 549 568
02 Kab.Belitung 357 366 375 384 393 402
03 Kab.Bangka Tengah 222 229 236 243 250 257
04 Kab.Bangka Barat 280 291 303 315 327 339
05 Kab.Bangka Selatan 222 230 239 248 257 266
06 Kab.Belitung Timur 272 279 286 293 300 308
07 Kota Pangkalpinang 383 396 408 420 432 444
TOTAL 2.209 2.283 2.358 2.433 2.508 2.584
Data Guru Non PNS SMP/MTs/SMPLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 481 462 443 424 405 386
02 Kab.Belitung 102 93 84 75 66 57
03 Kab.Bangka Tengah 130 123 116 109 102 95
04 Kab.Bangka Barat 316 305 293 281 269 257
05 Kab.Bangka Selatan 219 211 202 193 184 175
06 Kab.Belitung Timur 90 83 76 69 62 54
07 Kota Pangkalpinang 206 196 184 172 160 148
TOTAL 1.544 1.473 1.398 1.323 1.248 1.172




Persentase Guru Non PNS

Persentase Guru Non PNS

No KAB / KOTA
2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 50,42% 48,42% 46,42% 44,42% 42,42% 40,42%
02 Kab.Belitung 22,22% 20,22% 18,22% 16,22% 14,22% 12,22%
03 Kab.Bangka Tengah 36,93% 34,93% 32,93% 30,93% 28,93% 26,93%
04 Kab.Bangka Barat 53,02% 51,02% 49,02% 47,02% 45,02% 43,02%
05 Kab.Bangka Selatan 49,66% 47,66% 45,66% 43,66% 41,66% 39,66%
06 Kab.Belitung Timur 24,86% 22,86% 20,86% 18,86% 16,86% 14,86%
07 Kota Pangkalpinang 34,97% 32,97% 30,97% 28,97% 26,97% 24,97%
TOTAL 41,14% 39,14% 37,14% 35,14% 33,14% 31,14%
PROYEKSI PENINGKATAN SARANA SMP/MTs
PROYEKSI PENINGKATAN LABOR IPA SMP/MTs
No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah
01 Kab.Bangka 50 37 50
02 Kab.Belitung 29 20 29
03 Kab.Bangka Tengah 23 20 23
04 Kab.Bangka Barat 39 19 39
05 Kab.Bangka Selatan 31 11 31
06 Kab.Belitung Timur 22 13 22
07 Kota Pangkalpinang 24 19 24
TOTAL 218 139 218
Kebutuhan Per Tahun 79
Proyeksi Kebutuhan Ruang Ibadah SMP/MTs
PROYEKSI PENINGKATAN RUANG IBADAH
No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah
01 Kab.Bangka 50 29 33 37 41 45 50
02 Kab.Belitung 29 13 16 19 22 25 29
03 Kab.Bangka Tengah 23 15 16 18 19 21 23
04 Kab.Bangka Barat 39 24 27 30 33 36 39
05 Kab.Bangka Selatan 31 17 19 22 25 28 31
06 Kab.Belitung Timur 22 6 9 12 15 18 22
07 Kota Pangkalpinang 24 16 17 19 20 22 24
TOTAL 218 120 137 157 175 195 218
Kebutuhan Per Tahun 17 20 18 20 23




Proyeksi Kebutuhan R. UKS

Proyeksi Kebutuhan R. UKS
No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah

01 Kab.Bangka 50 20 26 32 38 44 50
02 Kab.Belitung 29 16 18 21 23 26 29
03 Kab.Bangka Tengah 23 13 15 17 19 21 23
04 Kab.Bangka Barat 39 13 18 23 28 33 39
05 Kab.Bangka Selatan 31 7 11 16 21 26 31
06 Kab.Belitung Timur 22 5 8 11 15 18 22
07 Kota Pangkalpinang 24 13 15 17 19 21 24
TOTAL 218 87 111 137 163 189 218
Kebutuhan Per Tahun 24 26 26 26 29

PERSENTASE PEMENUHAN LABOR IPA

No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 74,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
02 Kab.Belitung 68,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
03 Kab.Bangka Tengah 86,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
04 Kab.Bangka Barat 48,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
05 Kab.Bangka Selatan 35,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
06 Kab.Belitung Timur 59,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
07 Kota Pangkalpinang 79,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 63,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Persentase Pemenuhan Ruang Ibadah

No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 58,00% 66,40% 74,80% 83,20% 91,60% 100,00%
02 Kab.Belitung 44,83% 55,86% 66,90% 77,93% 88,97% 100,00%
03 Kab.Bangka Tengah 65,22% 72,17% 79,13% 86,09% 93,04% 100,00%
04 Kab.Bangka Barat 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%
05 Kab.Bangka Selatan 54,84% 63,87% 72,90% 81,94% 90,97% 100,00%
06 Kab.Belitung Timur 27,27% 41,82% 56,36% 70,91% 85,45% 100,00%
07 Kota Pangkalpinang 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

TOTAL 55,05% 64,04% 73,03% 82,02% 91,01% 100,00%




No Persentase Pemenuhan Ruang UKS
KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017

01 Kab.Bangka 40,00% 52,00% 64,00% 76,00% 88,00% 100,00%
02 Kab.Belitung 55,17% 64,14% 73,10% 82,07% 91,03% 100,00%
03 Kab.Bangka Tengah 56,52% 65,22% 73,91% 82,61% 91,30% 100,00%
04 Kab.Bangka Barat 33,33% 46,67% 60,00% 73,33% 86,67% 100,00%
05 Kab.Bangka Selatan 22,58% 38,06% 53,55% 69,03% 84,52% 100,00%
06 Kab.Belitung Timur 22,73% 38,18% 53,64% 69,09% 84,55% 100,00%
07 Kota Pangkalpinang 54,17% 63,33% 72,50% 81,67% 90,83% 100,00%

TOTAL 39,91% 51,93% 63,94% 75,96% 87,98% 100,00%




DATA PROYEKSI PERENCANAAN UNTUK SMA/SMK/MA/SMALB

JUMLAH SISWA SMA/MA/SMK DAN PAKET C

Jumlah Siswa
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total

01 Kab.Bangka 9.664 10.031 10.412 10.809 11.219 11.646
02 Kab.Belitung 5.558 6.148 6.764 7.404 8.072 8.767
03 Kab.Bangka Tengah 4.032 4.708 5.426 6.185 6.987 7.836
04 Kab.Bangka Barat 4.859 5.572 6.332 7.141 8.004 8.922
05 Kab.Bangka Selatan 4.463 5.211 6.002 6.838 7.721 8.654
06 Kab.Belitung Timur 3.357 3.741 4.141 4.558 4.993 5.446
07 Kota Pangkalpinang 10.018 10.284 10.557 10.837 11.125 11.419

TOTAL 41.951 45.695 49.634 53.772 58.121 62.690

JUMLAH SISWA SMA/MA/SMK

Jumlah Siswa
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total

01 Kab.Bangka 8.981 | 9.348 9.729 10.126 10.536 10.963
02 Kab.Belitung 5.197 | 5.787 6.403 7.043 7.711 8.406
03 Kab.Bangka Tengah 3.753 | 4.429 5.147 5.906 6.708 7.557
04 Kab.Bangka Barat 4.859 | 5.572 6.332 7.141 8.004 8.922
05 Kab.Bangka Selatan 3.952 | 4.700 5.491 6.327 7.210 8.143
06 Kab.Belitung Timur 3.058 | 3.442 3.842 4.259 4.694 5.147
07 Kota Pangkalpinang 8.658 | 9.145 9.418 9.698 9.986 10.280

TOTAL 38.458 42.423 46.362 50.500 54.849 59.418




Jumlah Siswa SMALB

Jumlah Siswa
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
01 Kab.Bangka - - - - - -
02 Kab.Belitung 10 10 10 10 10 10
03 Kab.Bangka Tengah - - - - - -
04 Kab.Bangka Barat - - - - - -
05 Kab.Bangka Selatan - - - - - -
06 Kab.Belitung Timur - - - - - -
07 Kota Pangkalpinang 92 92 92 92 92 92
TOTAL 102 102 102 102 102 102
Proyeksi Siswa Miskin SD/MI/SDLB
Proyeksi Siswa Miskin SD/MI/SDLB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 467 466 465 463 460
02 Kab.Belitung 289 307 323 339 353
03 Kab.Bangka Tengah 221 247 271 295 317
04 Kab.Bangka Barat 278 303 328 352 374
05 Kab.Bangka Selatan 235 263 291 317 342
06 Kab.Belitung Timur 172 184 195 206 216
07 Kota Pangkalpinang 457 452 446 439 431
TOTAL 2.119 2.222 2.319 2.411 2.493

Keterangan : Pengurangan Persentase kemiskinan 0,2 % per tahun dengan kondisi
awal 5 %

APK SEKOLAH MENENGAH

APK SEKOLAH MENENGAH

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 94,17% 94,54% 94,90% 95,27% 95,63% 96,00%
02 Kab.Belitung 67,00% 72,40% 77,80% 83,20% 88,60% 94,00%
03 Kab.Bangka Tengah 55,60% 62,88% 70,16% 77,44% 84,72% 92,00%
04 Kab.Bangka Barat 61,04% 67,43% 73,83% 80,22% 86,61% 93,00%
05 Kab.Bangka Selatan 55,49% 62,79% 70,09% 77,40% 84,70% 92,00%
06 Kab.Belitung Timur 65,13% 70,91% 76,68% 82,45% 88,23% 94,00%
07 Kota Pangkalpinang 129,05% 128,48% 127,91% 127,34% 126,77% 126,20%

TOTAL 76,65% 80,97% 85,29% 89,60% 93,92% 98,23%




APM SMA/MA/SMK/PAKET C

APM SMA/MA/SMK/PAKET C

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 58,76% 62,01% 65,26% 68,50% 71,75% 75%
02 Kab.Belitung 36,95% 42,56% 48,17% 53,78% 59,39% 65%
03 Kab.Bangka Tengah 37,05% 42,64% 48,23% 53,82% 59,41% 65%
04 Kab.Bangka Barat 40,53% 46,42% 52,32% 58,21% 64,11% 70%
05 Kab.Bangka Selatan 35,17% 40,94% 46,70% 52,47% 58,23% 64%
06 Kab.Belitung Timur 35,16% 40,93% 46,69% 52,46% 58,23% 64%
07 Kota Pangkalpinang 82,89% 84,31% 85,74% 87,16% 88,58% 90%

TOTAL 47,66% 52,13% 56,60% 61,06% 65,53% 70%

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA/SMK

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA/SMK

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 318 323 328 333 338 348
02 Kab.Belitung 151 176 196 221 241 261
03 Kab.Bangka Tengah 134 139 159 184 209 234
04 Kab.Bangka Barat 177 197 217 237 252 267
05 Kab.Bangka Selatan 132 147 172 197 227 252
06 Kab.Belitung Timur 123 123 128 138 148 163
07 Kota Pangkalpinang 270 280 290 300 310 320

TOTAL 1.305 1.385 1.490 1.610 1.725 1.845

Proyeksi Penambahan RKB SMA/MA/SMK

Proyeksi Penambahan RKB SMA/MA/SMK

No KAB / KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 5 5 5 5 10
02 Kab.Belitung 25 20 25 20 20
03 Kab.Bangka Tengah 5 20 25 25 25
04 Kab.Bangka Barat 20 20 20 15 15
05 Kab.Bangka Selatan 15 25 25 30 25
06 Kab.Belitung Timur 0 5 10 10 15
07 Kota Pangkalpinang 10 10 10 10 10

TOTAL 80 105 120 115 120




Rasio Siswa dan Ruang Kelas

Rasio Siswa dan Ruang Kelas
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 28 29 30 30 31 32
02 Kab.Belitung 34 33 33 32 32 32
03 Kab.Bangka Tengah 28 32 32 32 32 32
04 Kab.Bangka Barat 27 28 29 30 32 33
05 Kab.Bangka Selatan 30 32 32 32 32 32
06 Kab.Belitung Timur 25 28 30 31 32 32
07 Kota Pangkalpinang 32 33 32 32 32 32
TOTAL 29 31 31 31 32 32
Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA/SMALB
Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA/SMALB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 99,75% |  99,78% 99,81% 99,84% 99,87% 99,90%
02 Kab.Belitung 96,23% |  96,96% 97,70% 98,43% 99,17% 99,90%
03 Kab.Bangka Tengah 99,85% |  99,86% 99,87% 99,88% 99,89% 99,90%
04 Kab.Bangka Barat 99,89% |  99,89% 99,89% 99,90% 99,90% 99,90%
05 Kab.Bangka Selatan 100,00% |  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
06 Kab.Belitung Timur 91,56% |  93,23% 94,90% 96,56% 98,23% 99,90%
07 Kota Pangkalpinang 100,00% |  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL 98,66% |  98,92% 99,18% 99,43% 99,69% 99,95%
Persentase Kelulusan Siswa SMK
Persentase Kelulusan Siswa SMK
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 99,47% 99,56% 99,64% 99,73% 99,81% 99,90%
02 Kab.Belitung 98,45% 98,74% 99,03% 99,32% 99,61% 99,90%
03 Kab.Bangka Tengah 99,57% 99,64% 99,70% 99,77% 99,83% 99,90%
04 Kab.Bangka Barat 99,48% 99,56% 99,65% 99,73% 99,82% 99,90%
05 Kab.Bangka Selatan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
06 Kab.Belitung Timur 97,89% 98,29% 98,69% 99,10% 99,50% 99,90%
07 Kota Pangkalpinang 99,71% 99,75% 99,79% 99,82% 99,86% 99,90%
TOTAL 99,32% 99,45% 99,57% 99,70% 99,82% 99,95%




Angka DO Siswa SMA/MA/SMK/SMALB

Angka DO Siswa SMA/MA/SMK/SMALB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 1,93 1,74 1,56 1,37 1,19 1,00
02 Kab.Belitung 1,91 1,73 1,55 1,36 1,18 1,00
03 Kab.Bangka Tengah 1,66 1,49 1,32 1,14 0,97 0,80
04 Kab.Bangka Barat 2,93 2,54 2,16 1,77 1,39 1,00
05 Kab.Bangka Selatan 0,74 0,69 0,64 0,60 0,55 0,50
06 Kab.Belitung Timur 3,58 3,26 2,95 2,63 2,32 2,00
07 Kota Pangkalpinang 1,9 1,72 1,54 1,36 1,18 1,00
TOTAL 2,05 1,92 1,79 1,66 1,53 1,40
Angka Mengulang Siswa SMA/MA/SMK/SMALB
Angka Mengulang Siswa SMA/MA/SMK/SMALB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 0,85 0,78 0,71 0,64 0,57 0,50
02 Kab.Belitung 1,22 1,14 1,05 0,97 0,88 0,80
03 Kab.Bangka Tengah 0,52 0,48 0,43 0,39 0,34 0,30
04 Kab.Bangka Barat 1,27 1,14 1,00 0,87 0,73 0,60
05 Kab.Bangka Selatan 0,47 0,43 0,38 0,34 0,29 0,25
06 Kab.Belitung Timur 1,7 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00
07 Kota Pangkalpinang 0,88 0,80 0,73 0,65 0,58 0,50
TOTAL 0,98 0,90 0,83 0,75 0,68 0,60
Data Pendidik SMA/MA/SMK/SMALB
Jumlah Guru SMA/MA/SMK/SMALB
No KAB / KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
01 Kab.Bangka 764 764 764 764 764 764
02 Kab.Belitung 404 404 404 404 404 404
03 Kab.Bangka Tengah 312 312 312 312 312 312
04 Kab.Bangka Barat 437 437 437 437 437 437
05 Kab.Bangka Selatan 320 320 320 320 320 320
06 Kab.Belitung Timur 294 294 294 294 294 294
07 Kota Pangkalpinang 771 771 771 771 771 771
TOTAL 3.302 3.302 3.302 3.302 3.302 3.302




Data Persentase Guru Berkualifikasi S1 Keatas

Guru berkualifikasi S1 ke atas

No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 78,66% 82,93% 87,20% 91,47% 95,73% 100,00%
02 Kab.Belitung 88,61% 90,89% 93,17% 95,45% 97,72% 100,00%
03 Kab.Bangka Tengah 89,42% 91,54% 93,65% 95,77% 97,88% 100,00%
04 Kab.Bangka Barat 72,77% 78,22% 83,66% 89,11% 94,55% 100,00%
05 Kab.Bangka Selatan 80,31% 84,25% 88,19% 92,13% 96,06% 100,00%
06 Kab.Belitung Timur 79,59% 83,67% 87,76% 91,84% 95,92% 100,00%
07 Kota Pangkalpinang 88,20% 90,56% 92,92% 95,28% 97,64% 100,00%
TOTAL 82,59% 86,07% 89,55% 93,03% 96,52% 100,00%
Diasumsikan tidak ada penambahan guru hingga tahun 2017
Data Status Tenaga Pendidik SMP/MTs/SMPLB
Data Guru PNS SMA/MA/SMK/SMALB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 292 307 322 337 353 368
02 Kab.Belitung 231 239 247 255 263 271
03 Kab.Bangka Tengah 198 204 210 216 222 229
04 Kab.Bangka Barat 164 172 181 190 198 207
05 Kab.Bangka Selatan 143 149 155 162 168 175
06 Kab.Belitung Timur 163 168 174 180 186 192
07 Kota Pangkalpinang 484 499 514 530 545 561
TOTAL 1.675 1.738 1.803 1.870 1.935 2.003
Data Guru Non PNS SMA/MA/SMK/SMALB
No KAB / KOTA Saat ini 2013 2014 2015 2016 2017
01 Kab.Bangka 472 457 442 427 411 396
02 Kab.Belitung 173 165 157 149 141 133
03 Kab.Bangka Tengah 114 108 102 96 90 83
04 Kab.Bangka Barat 273 265 256 247 239 230
05 Kab.Bangka Selatan 177 171 165 158 152 145
06 Kab.Belitung Timur 131 126 120 114 108 102
07 Kota Pangkalpinang 287 272 257 241 226 210
TOTAL 1.627 1.564 1.499 1.432 1.367 1.299




Persentase Guru Non PNS

Persentase Guru Non PNS
No KAB / KOTA
2013 2014 2015 2016 2017

01 Kab.Bangka 61,78% 59,78% 57,78% 55,78% 53,78% 51,78%
02 Kab.Belitung 42,82% 40,82% 38,82% 36,82% 34,82% 32,82%
03 Kab.Bangka Tengah 36,54% 34,54% 32,54% 30,54% 28,54% 26,54%
04 Kab.Bangka Barat 62,47% 60,47% 58,47% 56,47% 54,47% 52,47%
05 Kab.Bangka Selatan 55,31% 53,31% 51,31% 49,31% 47,31% 45,31%
06 Kab.Belitung Timur 44,56% 42,56% 40,56% 38,56% 36,56% 34,56%
07 Kota Pangkalpinang 37,22% 35,22% 33,22% 31,22% 29,22% 27,22%

TOTAL 49,27% 47,27% 45,27% 43,27% 41,27% 39,27%

PROYEKSI PENINGKATAN SARANA SMA/MA

PROYEKSI PENINGKATAN LABOR FISIKA SMA/MA

No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah

01 Kab.Bangka 22 8 15 19 22 22 22
02 Kab.Belitung 10 3 5 9 10 10 10
03 Kab.Bangka Tengah 8 4 8 8 8 8 8
04 Kab.Bangka Barat 13 4 7 13 13 13 13
05 Kab.Bangka Selatan 13 2 5 10 13 13 13
06 Kab.Belitung Timur 7 4 7 7 7 7 7
07 Kota Pangkalpinang 13 4 7 10 13 13 13
TOTAL 86 29 54 76 86 86 86

Kebutuhan Per Tahun 25 22 10 - -

PROYEKSI PENINGKATAN LABOR BIOLOGI SMA/MA

No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah

01 Kab.Bangka 22 9 14 18 22 22 22
02 Kab.Belitung 10 4 7 10 10 10 10
03 Kab.Bangka Tengah 8 4 6 8 8 8 8
04 Kab.Bangka Barat 13 4 8 11 13 13 13
05 Kab.Bangka Selatan 13 - 5 10 13 13 13
06 Kab.Belitung Timur 7 3 5 7 7 7 7
07 Kota Pangkalpinang 13 4 7 11 13 13 13
TOTAL 86 28 52 75 86 86 86

Kebutuhan Per Tahun 24 23 11 - -




PROYEKSI PENINGKATAN LABOR KIMIA SMA/MA

No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah
01 Kab.Bangka 22 9 15 20 22 22 22
02 Kab.Belitung 10 4 7 10 10 10 10
03 Kab.Bangka Tengah 8 4 6 8 8 8 8
04 Kab.Bangka Barat 13 7 10 13 13 13 13
05 Kab.Bangka Selatan 13 3 7 10 13 13 13
06 Kab.Belitung Timur 7 6 7 7 7 7 7
07 Kota Pangkalpinang 13 3 7 10 13 13 13
TOTAL 86 36 59 78 86 86 86
Kebutuhan Per Tahun 23 19 8 - -
PROYEKSI PENINGKATAN LABOR BAHASA SMA/MA
No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah
01 Kab.Bangka 22 5 10 15 22 22 22
02 Kab.Belitung 10 4 7 10 10 10 10
03 Kab.Bangka Tengah 8 1 4 6 8 8 8
04 Kab.Bangka Barat 13 4 7 10 13 13 13
05 Kab.Bangka Selatan 13 2 7 10 13 13 13
06 Kab.Belitung Timur 7 3 6 7 7 7 7
07 Kota Pangkalpinang 13 5 8 10 13 13 13
TOTAL 86 24 49 68 86 86 86
Kebutuhan Per Tahun 25 19 18 - -
PROYEKSI PENINGKATAN LABOR KOMPUTER SMA/MA
No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah
01 Kab.Bangka 22 16 20 22 22 22 22
02 Kab.Belitung 10 4 8 10 10 10 10
03 Kab.Bangka Tengah 8 7 8 8 8 8 8
04 Kab.Bangka Barat 13 10 12 13 13 13 13
05 Kab.Bangka Selatan 13 5 9 13 13 13 13
06 Kab.Belitung Timur 7 5 7 7 7 7 7
07 Kota Pangkalpinang 13 13 13 13 13 13 13
TOTAL 86 60 77 86 86 86 86
Kebutuhan Per Tahun 17 9 - - -




PROYEKSI PENINGKATAN TEMPAT IBADAH SMA/MA

No KAB / KOTA Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekolah

01 Kab.Bangka 22 18 22 22 22 22 22
02 Kab.Belitung 10 5 10 10 10 10 10
03 Kab.Bangka Tengah 8 5 8 8 8 8 8
04 Kab.Bangka Barat 13 7 13 13 13 13 13
05 Kab.Bangka Selatan 13 3 13 13 13 13 13
06 Kab.Belitung Timur 7 4 7 7 7 7 7
07 Kota Pangkalpinang 13 9 13 13 13 13 13
TOTAL 86 51 86 86 86 86 86

Kebutuhan Per Tahun 35 - - - -




